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Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Luwu. Daerah 
studi kasus dalam penelitian ini adalah Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. 
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan penanggulangan bencana banjir 
berdasarkan tingkat kerawanan, kerentanan sosial, dan kemungkinan dampak 
bencana serta mengidentifikasi dan menyusun tingkat prioritas arahan 
penanggulangan bencana banjir  di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder berupa data topografi, 
kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, ,penggunaan lahan, kondisi banjir dan 
data kependudukan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis keruangan, 
superimpose, kerentanan sosial dan AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil 
penelitian ini terdapat tiga kelas tingkat kerawanan banjir yaitu kelas kerawanan 
banjir rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya pada tingkat kerentanan sosial 
bencana banjir berdasarkan kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, 
kemiskinan,orang cacat, dan rasio kelompok umur yang menunjukkan bahwa dari 
segi sosial, kerentanan masyarakat Kecamatan Larompong terhadap ancaman banjir 
masih rendah.  Hasil selanjutnya adalah superimpose peta tingkat kerawanan banjir 
dan peta pola ruang yang menunjukkan pada kawasan lindung didominasi oleh 
kelas kerawanan rendah sedangkan pada kawasan budidaya didominasi oleh kelas 
kerawanan sedang dan tinggi. Kemudian arahan penanggulangan bencana banjir di 
urutkan berdasarkan tingkat prioritas menggunakan analisis AHP (analytical 
hierarchy process) dengan urutan arahan berdasakan aspek tingkat bahaya banjir, 
kerentanan sosial dan keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir.  
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A. Latar Belakang 
Saat ini bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang sering terjadi 
di beberapa wilayah di Indonesia. Bencana banjir adalah bagian dari bencana 
hidrometeorologi yang terindikasi berdampak signifikan terhadap kehidupan, dan 
harta benda.  Faktor utama banjir adalah dipicu oleh intensitas hujan ekstrim. 
Kemudian berhubungan dengan kejadian longsor yang menyumbat aliran sungai 
membentuk bendung alam. Selanjutnya tekanan aliran sungai menjebol bendung 
alami tersebut sehingga terjadi banjir bandang yang ditandai dengan kecepatan 
aliran yang tinggi dengan membawa lumpur, kayu, dan batu.  Untuk mengatasi 
bencana banjir beberapa tindakan mitigasi dapat dilakukan yaitu dengan pemetaan 
daerah bahaya, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan peramalan 
hidrometeorologi. Sayangnya dari upaya tindakan mitigasi tersebut, hanya 
beberapa daerah yang berpotensi bencana banjir yang siap dengan upaya tersebut 
(Adi, 2013). 
Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh kondisi 
meteorologi dan kondisi hidrologi seperti angin puting beliung, badai, banjir, hujan 
ekstrim atau hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang pendek. Secara 
umum banjir adalah suatu kejadian dimana air didalam saluran meningkat dan 
melampaui kapasitas daya tampungnya. Terdapat bermacam banjir yaitu banjir 




jenis banjir tersebut memiliki karakteristik yang khas (Larsen et.al., 2001 dalam 
Adi, 2013). 
Banjir merupakan bencana yang sering terjadi. Merujuk pada pengalaman 
negara negara Eropa seperti Perancis menyikapi keselamatan sipil merupakan hak 
individu yang penting dan harus dijamin, keselamatan sipil sama pentingnya 
dengan pengakuan terhadap kebebasan individu dan kepemilikan pribadi, 
masyarakat terutama korban berhak mendapatkan perlindungan atas jiwa dan hak 
miliknya. Oleh karena itu, resiko bencana harus diminimalisir, dan secara moral 
jatuhnya korban tidak dapat ditolerir. Pemerintah menempatkan persoalan bencana 
alam menjadi salah satu prioritas penanganan. Berkait dengan hal tersebut, lembaga 
legislatif pada bulan April tahun 2007 mengesahkan dua undang-undang. Undang-
Undang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007) dan Undang-Undang 
Penataan Ruang (UU No. 26 tahun 2007) menunjukkan bahwa kebijakan 
penanganan resiko bencana ditangani secara komprehensif dan dititik beratkan pada 
upaya preventif, yaitu tidak hanya pada saat terjadinya bencana alam.  
Dalam penataan ruang nasional, pengaturan peran serta masyarakat dalam 
penatan ruang dan pembangunan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu 
mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, menjamin pemanfaatan sumber 
daya optimal, mewujudkan keseimbangan antar wilayah melalui pemanfaatan 
ruang wilayah secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan dalam rangka 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan wilayah yang 
tertinggal, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Sehubungan dengan 




kabupaten/kota, harus sesuai peraturan daerah yang telah dibuat sebelumnya, 
bahkan untuk lebih memberikan kekuatan hukum. Perencanaan tata ruang wilayah 
berbeda dengan perencanaan tata ruang perkotaan karena intensitas kegiatan di 
perkotaan jauh lebih tinggi dan lebih cepat berubah dibanding dengan intensitas 
pada wilayah di luar perkotaan (Tarigan, 2009). Perencanaan tata ruang wilayah 
yang akan dibuat harus disahkan melalui peraturan daerah. Tata ruang merupakan 
wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang 
wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000 
dengan jangka waktu perencanaan 10 tahun. RTRW Kabupaten merupakan 
penjabaran dari RTRW Provinsi kedalam tujuan dan strategi pelaksanaan 
pemanfaatan ruang, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum 
tata ruang dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.  
Terjadinya banjir disebabkan oleh kondisi dan fenomena alam (topografi, 
curah hujan), kondisi geografis daerah dan kegiatan manusia yang berdampak pada 
perubahan tata ruang atau guna lahan di suatu daerah. Bencana banjir yang 
merugikan kehidupan manusia dapat terjadi apabila air hujan tidak disalurkan atau 
dimanfaatkan, tetapi jika kondisi hujan dapat dimanfaatkan atau dikendalikan 
dengan baik maka dapat menjadi rahmat pada kehidupan manusia. Air dapat 
bersifat merusak, namun karena lingkungan itu telah dikelola dengan baik oleh 
manusia yang dapat mengendalikan sifat perusaknya, air akan menampilkan 
sifatnya yang membangun. Membangun demi kelestarian hidup ummat manusia, 




berpijak dan hidup (Rismunandar, 1993). Dalam Al Qur’an  telah dijelaskan bahwa 
hujan merupakan air yang diturunkan dari langit dan penuh manfaat. Dapat dilihat 
pada firman Allah swt. dalam Q.S. Al-An’am/6:99. 
 َوهَُو الَِّذْيْٓ اَْنَزَل ِمَن السََّمۤاِء َمۤاء ًۚ فَاَْخَرْجنَا بِٖه نَبَاَت ُكل ِ َشْيٍء فَاَْخَرْجنَا ِمْنهُ 
تََراِكب اًۚ َوِمَن النَّ  ا نُّْخِرُج ِمْنهُ َحبًّا مُّ َجنّٰتٍ ْخِل ِمْن َخِضر  َطْلِعَها قِْنَواٌن دَانِيَةٌ وَّ  
يْ  الزَّ ْن اَْعنَاٍب وَّ ا اِٰلى ثََمِرٖهْٓ ِم  َغْيَر ُمتََشابٍِهٍۗ اُْنُظُرْوْٓ ا وَّ اَن ُمْشتَبِه  مَّ تُْوَن َوالرُّ  
ٰيٍت ِل قَْوٍم يُّْؤِمنُْونَ   اِذَْٓا اَثَْمَر َويَْنِعٖه ٍۗاِنَّ فِْي ٰذِلُكْم ََلٰ
 
Terjemahnya:  
“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu 
segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu 
tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir 
yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, 
dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa 
dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi 
masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-An’am/6:99).  
 
Menurut Shihab (2003) dalam tafsir Al-Mishbah terkait dengan ayat diatas 
dapat dijelaskan bahwa Allah swt. sematalah yang menurunkan air hujan dari awan 
untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar 
dari bermacam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dari pucuk pohon kurma, 
Dia mengeluarkan pelepah kering, mengandung buah yang mudah dipetik. Dengan 
air itu, Dia menumbuhkan berbagai macam kebun: anggur, zaitun dan delima. Ada 
kebun-kebun yang serupa bentuk buahnya, tetapi berbeda rasa, aroma dan 
kegunaannya. Amatilah buah-buahan yang dihasilkannya, dengan penuh 
penghayatan dan semangat mencari pelajaran. Juga, amatilah proses 
kematangannya yang melalui beberapa fase. Sungguh, itu semua mengandung bukti 




Sehubungan dengan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt. menurunkan hujan di 
permukaan bumi sebagai manfaat apabila dapat dikelola baik oleh umat manusia. 
Kabupaten Luwu secara umum merupakan wilayah yang terdiri atas 
kawasan pesisir/pantai dan daratan hingga daerah pegunungan yang berbukit 
hingga terjal, dimana berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone dengan 
panjang garis pantai sekitar 116,161 km. Kawasan rawan banjir terletak di 
Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, 
Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur 
(RTRW Kabupaten Luwu, 2019). Pada tahun 2019, lima kecamatan di Kabupaten 
Luwu terendam banjir. Salah satunya berada di Kecamatan Larompong. Empat desa 
terendam banjir di Kecamatan Larompong, yakni Desa Rante Belu, Desa Riwang, 
dan Desa Buntu Mata’bing. Kondisi air dengan ketinggian kurang lebih satu meter  
merendam jalan Trans Sulawesi dan ratusan rumah warga. Banjir yang terjadi di 
Kecamatan Larompong selama dua hari menyebabkan kerugian materil dan 
meluapnya sungai Larompong (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu, 
2019). Kecamatan Larompong merupakan wilayah dengan dataran rendah maupun 
tinggi. Upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dalam mitigasi bencana di 
Kabupaten Luwu yaitu dengan pengaktifan posko posko siaga bencana disetiap 
desa/kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan elemen masyarakat. 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
merupakan payung hukum dalam upaya penyusunan arahan penanggulangan 
bencana di Indonesia. Pada pasal 35 dan pasal 36 diisyaratkan tentang 




penyusunan arahan penanggulangan meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman 
bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan 
dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan 
mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, 
kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk mengidentifikasi alternatif arahan kebijakan yang tepat dalam 
penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dapat 
dilakukan melalui penjabaran dari alternatif yang diarahkan berdasarkan undang-
undang tersebut.  
Oleh sebab itu penulis akan mengarahkan kajian guna memberikan sebuah  
arahan penanggulangan bencana banjir yang ada di Kecamatan Larompong 
Kabupaten Luwu. Untuk memperjelas bagaimana penanggulangan bencana banjir 
yang ada di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu tersebut, maka penulis akan 
mengangkat kajian ini dengan judul “Arahan Penanggulangan Bencana Banjir 
di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ” sebagai salah satu bagian awal 
dalam identifikasi dan penanggulangan kawasan rawan bencana banjir yang terjadi 








B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 
adalah:  
1. Bagaimana arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan 
Larompong, Kabupaten Luwu berdasarkan tingkat kerawanan, kerentanan 
sosial dan kemungkinan dampak bencana? 
2. Bagaimana tingkat prioritas arahan penanggulangan banjir di Kecamatan 
Larompong, Kabupaten Luwu? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian adalah sebagai berikut :  
1. Menjelaskan arahan penanggulangan banjir berdasarkan tingkat kerawanan, 
kerentanan sosial, dan kemungkinan dampak bencana di Kecamatan 
Larompong Kabupaten Luwu. 
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan tingkat prioritas arahan penanggulangan 
bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai bahan informasi dan edukasi bagi masyarakat Kabupaten Luwu 





2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah setempat 
dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten 
Luwu. 
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang 
memiliki keterkaitan dengan studi penanggulangan kawasan rawan banjir 
dengan tepat. 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
1. Ruang Lingkup Wilayah 
Lingkup wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah 
Kecamatan Larompong yang merupakan salah satu kecamatan dari 
Kabupaten Luwu. Lingkup kelurahan/desa yang menjadi fokus penelitian 
pada kawasan Kecamatan Larompong adalah Desa Riwang, Rante Belu, 
Buntu Mata’bing, Komba, Bilante, Binturu, Bukit Sutera, Rante Alang, 
Lumaring, Larompong, Riwang Selatan Buntu Pasik, dan Komba Selatan. 
2. Ruang Lingkup Materi 
Ruang Lingkup materi penelitian difokuskan pada : 
a. Menentukan arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan 
Larompong berdasarkan 3 aspek yaitu tingkat bahaya banjir, 
kerentanan sosial, dan keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan 
banjir. 
b. Merumuskan arahan prioritas penanggulangan bencana banjir di 




F. Sistematika Pembahasan 
Penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan 
tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam 
proses selanjutnya terangkum secara sistematis, adapun susunan penulisan sebagai 
berikut : 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika 
pembahasan. 
BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab kedua menguraikan kajian teoritis yang terdiri dari pengertian 
umum bencana dan banjir, kebijakan penataan ruang dan 
penanggulangan bencana, penyebab terjadinya bencana banjir, 
dampak terjadinya banjir, mitigasi bencana banjir, konsep 
pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir, dan konsep 
penanggulangan bahaya banjir. 
BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, 
analisis data, definisi operasional, dan kerangka pikir. 
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab keempat akan membahas gambaran umum lokasi penelitian, 




banjir di Kecamatan Larompong, tingkat kerawanan banjir, arahan 
penanggulangan bencana banjir, arahan prioritas penanggulangan 
bencana banjir dan tinjauan Al-Qur’an tentang potensi bencana 
alam.    
BAB V  : PENUTUP  
Bab terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan hasil kajian 
dari penelitian ini dan saran-saran yang akan penulis sampaikan 

















A. Pengertian Bencana dan Banjir 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik  yang  
disebabkan oleh   faktor   alam   dan/atau faktor non alam maupun faktor  manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,  
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, 
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor 
(Tjandra, 2017). Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk 
mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan manusia. Pemahaman ini 
berhubungan dengan pernyataan “bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu 
dengan ketidakberdayaan”. Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak 
akan menjadi bencana alam didaerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya 
banjir diwilayah tak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian istilah “alam” juga 
ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa 
keterlibatan manusia. Namun demikian, pada daerah yang memiliki tingkat bahya 
tinggi (hazard) serta memiliki kerentanan/kerawanan (vulnerability) yang juga 
tinggi tidak akan memberi dampak yang hebat/luas jika manusia yang berada disana 
memiliki ketahanan terhadap bencana (disaster resilience). Konsep ketahanan 




untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani tantangan-tantangan serius yang 
hadir. Dengan demikian, meskipun daerah tersebut rawan bencana dengan jumlah 
penduduk yang besar jika diimbangi dengan ketahanan terhadap bencana yang 
cukup, efek bencana dapat diminimalisasi (Khambali, 2017). Bencana Alam dapat 
dibedakan menjadi dua kategori, yakni bencana alam geologis dan bencana alam 
meteorologis. Bencana alam geologis adalah bencana yang terjadi dipermukaan 
bumi seperti gempa bumi dan erupsi gunung api. Sedangkan bencana alam 
meteorologis atau hidrometeorologis berkaitan dengan iklim. Bencana ini pada 
umumnya tidak terjadi disuatu tempat yang khusus walaupun terdapat beberapa 
daerah yang terlanda kekeringan atau badai tropis (Goyet, et al., 2006 dalam 
Hardoyo, 2014). Bencana alam bersifat meteorologis seperti kekeringan dan banjir 
merupakan bencana alam yang yang paling banyak terjadi di seluruh dunia. 
 Banjir adalah meluapnya air ke daratan yang berakibat pada tenggelamnya 
sebagian ataupun seluruh daratan secara tidak normal (Ward 1978, dalam Hardoyo, 
2014). Banjir akan menjadi bencana alam ketika genangan telah mencapai area 
yang secara fungsional dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Banjir menjadi 
salah satu bencana yang sering mengancam daerah dataran rendah. Banjir secara 
sederhana didefinisikan sebagai debit aliran sungai yang secara relatif lebih besar 
dari biasanya/normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu 
secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, 
maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Paimin, et.al., 
2009).  Banjir dapat pula disebabkan oleh meluapnya air laut dan menggenangi 




aliran air di permukaan tanah (surface water) yang relatif tinggi dan tidak dapat 
ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri 
serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan 
mengakibatkan kerugian pada manusia.  
B. Kebijakan Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana 
Rencana tata ruang berisi kebijakan pokok pemanfaatan pola ruang dan 
struktur ruang dalam kurung waktu tertentu. Pola pemanfaatan ruang disusun untuk 
mewujudkan keserasian dan keselarasan pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya 
dan non budidaya (lindung). Sedangkan struktur ruang sangat berkaitan dengan tiga 
sistem, yaitu sistem kegiatan, sistem pengembangan lahan, dan sistem lingkungan 
(Pananrangi, 2013). Pemanfaatan ruang diwujudkan melalui program 
pembangunan dengan mengacu pada rencana tata ruang. Pemerataan pembangunan 
harus digunakan dengan cara perwilayahan atau regionalisasi, yaitu pembagian 
wilayah nasional dalam satuan wilayah geografi, sehingga setiap bagian 
mempunyai sifat tertentu yang khas (Jayadinata, 1999). Rencana harus 
mempengaruhi proses pembuatan keputusan pembangunan, karena nilai nyata 
perencanaan bagi masyarakat bergantung pada pelaksanaan efektifnya (Kozlowski, 
1997). Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana dilakukan dengan 
mencermati konsistensi (kesesuaian lahan dan keselarasan) antara rencana tata 
ruang dengan pemanfaatan ruang. 
 Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah 




yang terintegrasi dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang 
penanggulangan bencana. 
1. Amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 
 
Amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 menekankan bahwa secara garis 
besar dalam penyelenggaraan penataan ruang diharapkan: 
a. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya 
guna. 
b. Mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 
c. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang. 
d. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. 
2. Amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 
 
 Amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2007, mendefinisikan bencana secara 
komprehensif, mengatur pengelolaan dan kelembagaan mulai di tingkat pusat 
sampai ke daerah beserta pembagian tanggung jawabnya yang dilaksanakan secara 
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, termasuk komponen utama di 
dalam rencana aksi yaitu, melakukan identifikasi, pemantauan terhadapberbagai 
risiko bencana dan meningkatkan kemampuan deteksi dini. Dalam undang-undang 
ini, penguatan penataan ruang merupakan salah satu fokus yang tercantum dalam 
penanggulangan bencana. Artinya adalah domain pengelolaan bencana, tidak hanya 
bergerak pada segi penanggulangan saja, juga termasuk segi antisipasi. 
  Permasalahan yang kerap muncul pada tataran implementasi peraturan 
daerah (perda) provinsi dan kabupaten/kota adalah terdapat beberapa kesulitan 




permukiman yang terlanjur banyak terbangun di kawasan-kawasan terindikasi 
rawan becana alam, suatu hal yang tidak mudah merelokasikan permukiman yang 
sudah terbangun ke suatu tempat yang dianggap relatif lebih aman dari ancaman 
bencana. 
C. Penyebab Terjadinya Banjir 
Terjadinya banjir disebabkan oleh kondisi dan fenomena alam (topografi, 
curah hujan), kondisi geografis daerah dan kegiatan manusia yang berdampak pada 
perubahan tata ruang atau guna lahan di suatu daerah. Banjir di sebagian wilayah 
Indonesia, yang biasanya terjadi pada Januari dan Februari, diakibatkan oleh 
intensitas curah hujan yang sangat  tinggi. Sifat hujan berdasarkan BMKG (Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dibagi menjadi tiga sifat, yaitu atas 
normal, normal dan bawah normal. Hujan dikatakan normal apabila tinggi hujan 
yang terjadi pada suatu musim berada pada selang antara 85% sampai 115% dari 
nilai rata-rata hujan jangka panjang. Dikatakan bawah normal apabila tinggi hujan 
kurang dari 85% dari nilai rata-rata dan diatas normal apabila tinggi hujan lebih 
besar dari 115% dari nilai rata-rata (Manik, 2014). Hujan yang terjadi di wilayah 
Indonesia adalah hujan “moonson” yang berganti musim setiap enam bulan sekali 
dengan musim kemarau. Pada saat suatu daerah mengalami musim hujan, letak 
matahari akan berada pada daerah tersebut. Pada saat daerah itu mengalami 
kemarau, letak matahari nampak condong ke cakrawala (Mulyanto, 2007). Faktor 
penyebab banjir ialah perubahan guna lahan, pembuangan sampah, erosi dan 
sedimentasi, kawasan kumuh di sepanjang sungai, sistem pengendalian banjir yang 




memadai, pengaruh air pasang, penurunan tanah, bangunan air, kerusakan 
bangunan pengendali banjir (Kodoatie dan Syarief, 2006 dalam Rosyidie, 2013). 
Terdapat tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap banjir (Yulaelawati & 
Syihab, 2008) yaitu :  
1. Pengaruh aktivitas manusia, seperti : 
a. Pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk permukiman dan 
industri. 
b. Penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah 
dan meningkatkan larian tanah permukiman. Erosi yang terjadi kemudian 
bisa menyebabkan sedimentasi di terus-terusan sungai yang kemudian 
mengganggu jalannya air. 
c. Permukiman didataran banjir dan pembangunan di daerah dataran banjir 
dengan mengubah saluran-saluran air yang tidak rencanakan dengan 
baik. Bahkan tidak jarang alur sungai diurug untuk dijadikan 
permukiman. Kondisi demikian banyak terjadi di perkotaaan di 
Indonesia. Akibatnya adalah aliran sungai saat musim hujan menjadi 
tidak lancar dan menimbulkan banjir. Kawasan permukiman tidak 
disarankan untuk berlokasi di kawasan ini, sedangkan bangunan yang 
mungkin dibangun adalah bangunan konstruksi semi permanen dan 
temporer atau bangunan yang dengan konstruksi yang dapat bertahan 
terhadap bencana yang mungkin timbul (Tauhid, 2013). Yang harus 




maupun di wilayah yang telah berkembang adalah adanya hutan lindung 
untuk pelestarian lingkungan alam (Jayadinata et.al., 2005) 
d. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran-saluran air, 
terutama di perumahan-perumahan. 
2. Kondisi alam yang bersifat tetap (statis) seperti : 
a. Kondisi geografi yang berada pada daerah yang sering terkena badai atau 
siklon, misalnya beberapa kawasan di Bangladesh. 
b. Kondisi topografi yang cekung, yang merupakan dataran banjir, seperti 
Kota Bandung yang berkembang pada Cekungan Bandung 
c. Kondisi alur sungai, seperti kemiringan dasar sungai yang datar, 
berkelok-kelok, timbulnya sumbatan atau berbentuk seperti botol (bottle 
neck), dan adanya sedimentasi sungai membentuk sebuah pulau (ambal 
sungai) 
3. Peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti : 
a. Curah hujan yang tinggi 
b. Terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara 
sungai atau pertemuan sungai besar. 
c. Penurunan muka tanah atau amblesan. 
d. Pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi. 
Berdasarkan kondisi geografisnya, kawasan yang terletak di dataran banjir  
mempunyai resiko yang besar tergenang banjir. Selain Jakarta, beberapa daerah di 
Indonesia terletak di dataran banjir sehingga mempunyai resiko yang besar 




pembangunan yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lingkungan. 
Banyak pemanfaatan ruang yang kurang memperhatikan kemampuannya dan 
melebihi kapasitas daya dukungnya  (Rosyidie, 2013). 
D. Dampak Terjadinya Banjir 
a. Kerugian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat  
 Kerugian secara ekonomi menyebabkan kehilangan atau 
berkurangnya nilai ekonomi dari suatu benda atau barang yang dimiliki 
masyarakat, sedangkan kerugian sosial menyebabkan hilangnya atau 
berkurangnya nilai sosial yang seharusnya dapat dinikmati atau dilakukan 
penduduk pada waktu tertentu.  Besar kecilnya kerugian sosial ekonomi  
masyarakat  akibat banjir sangat dipengaruhi oleh volume air, ketinggian 
air, lama genangan, dan luas cakupan air. Kerugian lainnya dapat dilihat dari 
terhambatnya aktivitas transportasi di beberapa titik genangan yang 
menyebabkan kemacetan sehingga distribusi barang dan jasa menjadi 
terganggu. Sementara itu, kerugian sosial yang diakibatkan banjir  adalah 
terganggunya kegiatan belajar mengajar karena hilangnya kenyamanan 
dalam belajar. Belum lagi banyak anak sekolah tidak masuk sekolah karena 
terganggunya alat transportasi menuju ke sekolah. Evolusi sosial secara 
umum terjadi karena sifat kecenderungan masyarakat untuk berkembang, 
yang disebut sebagai “kapasitas adaptif”. Kapasitas adaptif adalah 
kemampuan masyarakat untuk merespon lingkungan dan mengatasi 





b. Kerugian Terhadap Aspek Lingkungan 
Kerugian terhadap aspek lingkungan dapat dilihat dari kerugian pada  
lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial. Kerugian 
lingkungan biotik merupakan kerugian yang diderita oleh semua makhluk hidup 
(manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya) yang ada di lingkungan. 
Kerugian yang diderita setiap makhluk hidup pada lingkungan tertentu akan 
bervariasi dan terkadang kerugian yang terjadi kurang diperhitungkan. Kerugian 
yang diderita makhluk hidup sebenarnya mampu memberikan dampak negatif 
bagi kehidupan manusia jika tidak diperhitungkan. Oleh karena itu kerugian 
akibat banjir pada lingkungan biotik harus dilihat secara komprehensif sebagai 
upaya penyelamatan seluruh makhluk hidup yang terkena dampak banjir rob. 
Kerugian pada aspek lingkungan abiotik merupakan kerugian yang 
menimpa seluruh benda mati yang ada di lingkungan tersebut. Salah satu contoh 
kerugian lingkungan abiotik karena banjir adalah terjadinya pencemaran air. 
Hal ini akan menjadi masalah serius disebagian besar wilayah di Indonesia. 
Perhatian selanjutnya adalah bencana banjir yang menyebabkan tidak 
terserapnya air hujan ke dalam tanah, karena tingkat urbanisasi melaju cepat, 
dan penyedotan air tanah yang berlebihan, yang mengabaikan sirkulasi air 
regional dan menyebabkan tanah longsor. Sejumlah isu tersebut dapat 
dimengerti bahwa tuntutan kota akan air bersih, sebagian besar tidak dipenuhi 
(Budiharjo, 2003).  Sementara itu, kerugian terhadap aspek lingkungan sosial 
yang berhubungan dengan aktivitas manusia menyebabkan mereka melakukan 




sosialnya adalah perubahan perilaku pada aktivitas sosial. Sebagai contoh 
adalah terjadi perubahan mata pencarian, yang sebelumnya bekerja sebagai 
petani, kemudian setelah banjir mata pencaharian mereka berubah menjadi 
nelayan atau bekerja pada sektor informal. Hal tersebut mengidentifikasikan 
bahwa perubahan pada lingkungan fisik mampu mengubah lingkungan sosial 
karena masyarakat melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi.  
E. Mitigasi Bencana Banjir 
Banjir adalah suatu peristiwa alamiah yang disebabkan oleh meluapnya air 
ke luar alur sungai karena volume air yang melebihi kapasitas saluran sungai yang 
tersedia. Wilayah luapan air sungai disebut sebagai dataran banjir (flood-plain 
area). Disamping itu banjir juga dapat disebabkan oleh akumulasi air hujan di suatu 
daratan yang berbentuk cekungan dimana lapisan tanahnya bersifat impermeabel 
atau lapisan tanahnya jenuh air. Bencana banjir baru akan timbul ketika di daerah 
tersebut terdapat areal permukiman sehingga luapan air berdampak pada kerugian 
dan kerusakan harta benda dan jiwa manusia. Peran dan kontribusi manusia 
terhadap terjadinya bencana banjir sangatlah besar, hal ini dapat kita lihat dari 
berbagai kasus bencana banjir yang melanda diberbagai wilayah dan perkotaan. 
Menurut Undang-Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana, yaitu: “Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi 
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Mitigasi mencakup 
tindakan-tindakan yang mengurangi hebatnya bencana di masa mendatang. Hal ini 




kota dan kode etik bangunan serta tindakan mitigasi non struktural seperti 
implementasi program keselamatan sekolah dan program kepedulian masyarakat 
(Prasad et.al., 2010). Tujuan utama dari Kebijakan Mitigasi Bencana ini, seperti 
yang dikemukakan dalam Tinjauan Bencana Alam dan Mitigasinya oleh Balai 
Besar Meteorologi dan Geofisika antara lain:  
1. Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi 
penduduk, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan 
sumberdaya alam.  
2. Sebagai  landasan (pedoman)  untuk  perencanaan pembangunan suatu 
wilayah.  
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat  dalam   menghadapi serta 
mengurangi dampak/resiko bencana.  
4. Meningkatkan peran serta pernerintah baik  pusat  maupun  daerah, pihak 
swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, baik terhadap 
kehidupan manusia  maupun harta benda. 
Usaha untuk mengurangi bencana banjir dapat dilakukan dengan cara antara 
lain (Noor, 2014) : 
1. Melakukan reboisasi di daerah tangkapan hujan 
2. Membuat sumur sumur resapan air. Sumur ini merupakan lubang pada 
permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar dapat 
meresap kedalam tanah. Fungsi dari sumur resapan air ini adalah sebagai 
pengendali banjir, melindungi dan memperbaiki konservasi air tanah, serta 




3. Mengurangi surface runoff dengan pembuatan drainase yang baik 
4. Pembuatan check-dam untuk pengendalian banjir 
5. Memodifikasi saluran sungai dan drainase 
6. Membersihkan saluran sungai dan pengelolaan DAS secara terintegrasi dan 
komprehensif. 
F. Konsep Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Banjir 
Permasalahan banjir yang terjadi selama ini, sangat terkait dengan adanya 
fenomena alam dan perilaku manusia dalam penyelenggaraan/pengelolaan alam. 
Konsep dasar yang harus dipahami dalam penyelenggaraan/pengelolaan banjir 
adalah: 
1. Perlu adanya pemahaman dasar terkait dengan pengertian dan ruang lingkup 
keseimbangan ekosistem, yang mempunyai limitasi pemanfaatan; 
2. Diperlukan pola pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir, sebagai 
langkah nyata dalam mendukung upaya pengendalian; 
3. Terjadinya penyimpangan terhadap konsistensi, terkait dengan kesesuaian 
dan keselarasan, antara rencana tata ruang dengan pemanfaatannya, baik 
pada kawasan hulu maupun hilir. 
Permasalahan banjir hanya dapat direduksi, sehingga dampak yang 
ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, secara prinsip 
masalah banjir tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan sama sekali, sehingga 
menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pemantauan dan 
penanganan melalui penyediaan sarana dan prasarana, sehingga dampak negatif 




1. Keseimbangan Ekosistem 
Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir dengan upaya 
penanganan masalah harus merupakan satu kesatuan penataan ruang yang 
terpadu dan seimbang, sehingga kawasan tersebut dapat dibudidayakan 
seoptimal mungkin, antara aspek pendayagunaan, perlindungan (konservasi) 
sumberdaya alam yang ada. Keseimbangan ekosistem sangat terkait dengan 
limitasi atau batasan terhadap pemanfaatan, dalam rangka menghindari 
terjadinya eksploitasi sumber daya secara besar-besaran. 
Prosedur penetapan jenis-jenis kegiatan pemanfaatan ruang kawasan yang 
dipilih dalam penanganan banjir harus melalui pemahaman kondisi setempat dan 
wilayah terkait, proses kajian penyebab/tipologi dan akhirnya arahan 
pemanfaatan ruang, yang mencakup upaya preventif dan mitigasi dengan 
pertimbangan keseimbangan ekosistem dan lingkungan, sehingga terhindar dari 
bencana atau paling tidak mengurangi dampaknya, yang sedapat mungkin 
melibatkan partisipasi masyarakat. Beberapa faktor berpengaruh terhadap 
keseimbangan ekosistem, meliputi: 
1. Bio Fisik, terkait dengan jenis dan struktur tanah, morfologi, dan aspek 
hayati; 
2. Hidrologi, menyangkut kondisi dan faktor iklim, tata air, serta sistem 
pengendalian; 
3. Sosial Ekonomi/Kependudukan, meliputi aspek kepadatan, kuantitas, 




4. Penggunaan Lahan, merupakan tutupan atau pemanfaatan lahan pada 
kawasan tertentu. 
2. Pengelolaan Ruang kawasan Rawan Banjir 
1) Analisis dan identifikasi penyebab utama kawasan rawan bencana 
banjir. Analisis dilakukan berdasarkan rona wilayah untuk mengetahui 
permasalahan, potensi, peluang dan ancaman terhadap pengembangan 
kawasan rawan banjir. Adapun lingkup kegiatan rona kawasan/wilayah 
yang dilakukan meliputi: 
a) Rona Sosial. Berkaitan dengan jumlah dan kualitas kependudukan, 
social management, sosial ekonomi, dan kebutuhan dasar (basic 
needs). 
b) Rona Ekonomi dan Kegiatan Pola Usaha. Berkaitan dengan 
struktur dan perkembangan ekonomi, tingkat kesejahteraan 
masyarakat, fasilitas perdagangan dan jasa, kesempatan kerja, 
ketersediaan bahan pangan, keadaan industri kecil, dan sebagainya. 
c) Rona Fisik dan Lingkungan. Keadaan fisik berupa topografi 
wilayah, iklim, geologi tata lingkungan/ struktur batuan, erosi, 
abrasi dan sebagainya, ketersediaan air permukaan dan air tanah, 
keadaan kelestarian lingkungan, dan keadaan sumberdaya alam, 
bahan galian dan mineral. 
d) Rona Infrastruktur. Meliputi kondisi jaringan jalan, rel kereta api, 




e) Rona Kelembagaan. Mencakup pembahasan tentang jumlah dan 
sumber pendapatan asli daerah, jumlah belanja rutin dan 
pembangunan, jumlah dan presentasi subsidi, daya serap, dan 
pranata sosial kelembagaan. Hasil kajian meliputi arah 
pengembangan budidaya pertanian, pertambangan, industri, 
permukiman serta prasarana transportasi, Identifikasi penyebab 
utama banjir pada kawasan ini dilakukan sedemikian sehingga 
dapat ditemukan faktor-faktor penyebab banjir, seperti faktor alam, 
peristiwa alam, dan manusia. 
2) Tipologi kawasan rawan bencana banjir. Tipologi kawasan rawan 
bencana banjir merupakan klasifikasi kawasan berdasarkan penyebab, 
sehingga arahan/usulan pengelolaan atau pemanfaatan ruang dapat 
lebih praktis. 
3) Identifikasi sebaran kawasan rawan bencana banjir dan garis pengaruh. 
Penanganan kawasan rawan bencana banjir harus dilakukan dalam satu 
kesatuan wilayah, mulai yang menyebabkan terjadinya banjir hingga 
yang menerima dampak. Terkait dengan hal tersebut perlu 
diidentifikasi sebaran kawasan dan daerah pengaruhnya, atau 
pembuatan batasan wilayah banjir yang dituangkan dalam bentuk peta 
banjir. 
4) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana 
banjir. Arahan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir, baik 




pada tipologi kawasan. Arahan terhadap masing-masing 
pengembangan diklasifikasikan menjadi: 
a) Dapat dibangun/dikembangkan dengan syarat; 
b) Dapat dibangun / dikembangkan secara sederhana; 
c) Tidak layak dibangun/dikembangkan. 
5) Identifikasi upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir. 
Upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir mengatur 
berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengaplikasi arahan 
pemanfaatan ruang, termasuk penetapan beberapa kebijakan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 
G.  Konsep Penanggulangan Bahaya Banjir 
Terdapat 4 cara untuk mengurangi potensi bahaya banjir (Noor, 2014), yaitu 
rekayasa keteknikan, kebijakan tata guna lahan dan regulasi, sistem peringatan dini 
dan asuransi. Dalam penanggulangan bencana banjir, metoda pertama dan kedua 
merupakan metoda yang menjadi perhatian utama. Metoda pendekatan rekayasa 
keteknikan dapat dilakukan dengan pembangunan sistem drainase yang baik dan 
kontruksi bangunan yang tahan banjir serta membangun sistem peringatan dini, 
sedangkan pendekatan kebijakan dan peraturan melalui penerbitan aturan-aturan 
yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, khususnya peruntukan lahan melalui 
zonasi kerentanan terhadap bahaya banjir. hal yang terpenting dalam membuat 
kebijakan dan peraturan adalah bahwa dengan adanya peraturan dapat memastikan 
masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana banjir tidak menjadi subyek 




terjadi banjir.         
 Salah satu pendekatan di dalam pengendalian banjir adalah dengan cara 
melakukan perencanaan penanggulangan bencana banjir secara komprehensif, 
seperti misalnya perencanaan yang disesuaikan dengan zona-zona genangan air, 
dan diikuti dengan pembuatan aturan-aturan yang berhubungan dengan persyaratan 
konstruksi bangunan yang diizinkan pada setiap zona. Agar dapat efektif maka 
dalam perencanaan umum harus ada peta dokumen tentang zona zona genangan air 
serta frekuensi kejadian banjir. informasi semacam ini sangat penting dan 
diperlukan dalam proses perencanaan tataguna lahan, terutama dalam penetapan 
peruntukan lahan.        
 Dalam pemanfaatan lahan dapat juga terjadi dan sangat dimungkinkan 
membangun bangunan didaerah dataran banjir (floodplain area) akan tetapi harus 
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti misalnya konstruksi 
bangunannnya harus berada diatas genangan air atau konstruksi jembatan yang 
melintasi sungai harus ditingkatkan guna menghindari terpaan arus air ketika terjadi 
banjir, dan dapat juga bagian dari areal dataran banir dibiarkan sebagai ruang 
terbuka atau digunakan sebagai taman atau sarana olahraga. Dalam persiapan 
perencanaan, pertimbangan harus diberikan untuk pemanfaatan lahan yang berada 
bagian hulu yang dapat membantu meminimalkan frekuensi terjadinya banjir. 
Aturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan persyaratan konstruksi 
didaerah rawan bencana banjir merupakan hal yang umum diterapkan dan 
merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi masyarakatnya 




pada areal yang mudah tergenang air, dan aturan yang berkaitan dengan jenis 
penggunaan lahan yang diijinkan serta konstruksi bangunan yang diperbolehkan 
merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, baik oleh 
pemerintah (pemberian IMB), swasta, maupun masyarakat secara konsisten. Peta 
Zonasi Rawan Banjir sangat berguna baik Pemerintah Daerah dan Kontraktor 
karena peta ini merupakan rujukan dasar dalam membuat aturan-aturan yang 
berkaitan dengan jenis dan tipe bangunan yang harus dipenuhi dalam membangun 
infrastruktur serta struktur dan fondasi bangunan. Perusahaan asuransi dapat 
memanfaatkan Peta Zonasi Rawan Banjir sebagai dasar dalam penilaian bangunan 
yang akan diasuransikan, khususnya untuk asuransi bencana banjir. pemerintah 
bertanggung jawab atas pembuatan aturan-aturan yang berkaitan dengan 
persyaratan bangunan, seperti konstruksi dan tipe bangunan yang akan dibangun di 
wilayah banjir, baik untuk banjir yang sifatnya 5 tahunan, 10 tahunan, dan 






A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Secara administratif lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 
Larompong Kabupaten Luwu. Setiap tahunnya di daerah ini diterjang 
banjir pada saat musim penghujan tiba. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini berlangsung mulai dari minggu ketiga Bulan April 
tahun 2020 sampai minggu keempat Bulan Desember tahun 2020. Waktu 
penelitian tersebut mencakup tahap persiapan, tahap pelaksanaan hingga 
tahap penyusunan skripsi. Untuk lebih jelasnya pada Tabel 1 berikut ini : 
Tabel 1.  Tata Waktu Penelitian 
No Kegiatan 
Bulan Ke- 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Pembuatan 
Proposal 
         
2. Pengambilan Data          
3. Analisis Data          
4. Penyusunan 
Skripsi 
         
5. Seminar Hasil          
6. Seminar 
Munaqasyah 
         
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif, 
yaitu data yang diperoleh berdasarkan penilaian secara deskriptif atau narasi  
serta data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berdasarkan angka/bilangan. 




data tabulasi, data angka sebagai bahan pembanding maupun bahan rujukan 
dalam menganalisis secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kerawanan serta arahan penanggulangan kawasan rawan 
banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli atau  
sumber pertama yang ada di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Larompong. 
Adapun sumber data primer adalah sebagai berikut:  
1) Data kondisi eksisting terkait penggunaan lahan 
2) Kondisi fisik daerah rawan bencana banjir   
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari tangan kedua. 
Sumber data sekunder berasal dari dokumen perencanaan, surat kabar, 
laporan, arsip, jurnal pemikiran serta internet yang berhubungan dengan 
bencana alam banjir  dan juga sebagai pembanding dari referensi sumber 
pokok. Adapun sumber data sekunder berasal dari:  
1) Kondisi geografis/dokumen perencanaan diperoleh melalui Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu. 
2) Data curah hujan yang berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Luwu 
3) Data Fisik, data penduduk, data luasan genangan banjir di Kecamatan 




Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Luwu, dan 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu tahun 2019. 
C. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi lapangan yaitu metode yang digunakan  untuk mengetahui secara 
objektif mengenai situasi dan kondisi atas dampak yang ditimbulkan oleh 
bencana alam banjir, sehingga dapat melengkapi informasi yang telah 
diperoleh. 
2. Pengumpulan data sekunder dengan mengambil data yang bersifat 
dokumen. Telaah dokumen, dipergunakan untuk memperoleh data sekunder 
yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah arsip, dokumen, dan laporan yang 
berhubungan dengan bencana alam banjir serta upaya masyarakat dalam 
penanggulangan sehingga dapat melengkapi data yang telah terkumpul. 
3. Kusioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan seperangkat pertanyaan tentang arahan penanggulangan banjir 
kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup dimana 
responden tidak mempunyai kesempatan lain dalam memberikan 
jawabannya selain yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan yang diisi. 
D. Variabel Penelitian 
Variabel dapat diartikan dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat 
diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel merupakan karakteristik atau 




digunakan dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang 
dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian maka semakin sedikit 
variabel penelitian yang digunakan. 
1. Karakteristik banjir, meliputi kedalaman genangan, durasi genangan, luas 
genangan dan klasifikasi banjir. 
2. Debit banjir, meliputi data curah hujan 
3. Penggunaan lahan, meliputi klasifikasi dan intensitas penggunaan lahan 
(kondisi kepadatan bangunan/kawasan terbangun). 
4. Kondisi fisik dasar wilayah, meliputi kondisi topografi dan kemiringan  
lereng, dan hidrologi. 
5. Kependudukan, meliputi jumlah dan tingkat kepadatan penduduk. 
6. Kebijakan Pemerintah. 
E. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, mengingat fokus dari 
penelitian ini adalah penanggulangan bencana banjir, maka populasi penelitian 
ini adalah masyarakat, akademisi dan praktisi. 
2. Sampel 
Sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti. Untuk menentukan 
sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik 
sampling yang digunakan (Sugiyono,2015). Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan teknik nonprobability sampling dengan cara pengambilan 




sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampling purposive adalah 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). 
Ada dua jenis metode pemilihan sampel yaitu pemilihan sampel 
berdasarkan pertimbangan tertentu (judgement sampling) dan berdasarkan 
kuota (quota sampling). Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 
sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (judgement sampling). Hal ini 
dikarenakan metode AHP menyaratkan ketergabtungan pada sekelompok ahli 
sesuai dengan jenis spesifikasi terkait dalam pengambilan keputusan. Selain itu 
responden yang dilibatkan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 
cukup tentang permasalahan. Sampel terdiri dari para ahli sebanyak 4 orang 
yaitu pihak pengambil kebijakan 2 orang, pihak akademisi 1 orang, dan pihak 
praktisi 1 orang. 
F. Analisis Data 
1. Analisis Keruangan (Spatial Analysis) 
Salah satu metode analisis keruangan yang dipergunakan dalam 
perencanaan ini adalah proses tumpang tindih peta atau overlay antara dua atau 
lebih layer tematik untuk mendapatkan tematik kombinasi baru sesuai dengan 
persamaan yang dipergunakan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 
kondisi fisik lingkungan secara detail serta pemanfaatan ruang dan lahan. 
Dengan melakukan overlay peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu 
gambaran yang jelas bagaimana kondisi spasial serta  kondisi fisik dan 




Teknik overlay peta juga dikenal sebagai teknik analisis spasial. Analisis 
Keruangan (Spasial) secara umum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 
metode yang bermanfaat ketika data yang menjadi objek kajian mengandung 
aspek spasial.  
Analisis spasial untuk menentukan daerah bahaya banjir dilakukan 
dengan metode skoring pada setiap faktor dan variabel dimana hasil perkalian 
dan penjumlahan dari faktor dan variabel tersebut dapat digunakan untuk 
menentukan wilayah bahaya banjir dengan membagi antara nilai tertinggi dan 
terendah terhadap kelas bahaya yang ditentukan sebelumnya. Penyusunan 
tematik ini kemudian akan menghasilkan tiga kelas tingkatan daerah rawan 
yaitu daerah kerawanan banjir tinggi, sedang dan rendah. Penentuan wilayah 
rawan banjir, dilakukan dengan menggunakan metode overlay, dimana setiap 
faktor diberi bobot dan setiap variabel dari setiap faktor diberi skor berdasarkan 
kepekaan atau mempunyai kaitan yang erat terhadap terjadinya banjir. setiap 
variabel akan diskoring untuk setiap satuan lahan. Parameter kerawanan yang 
dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kerawanan banjir didasarkan pada 
teknik mitigasi (Paimin, et.al., 2009) seperti pada Tabel 2 berikut. 
Tabel 2 Parameter Kerawanan Banjir 
No Parameter Klasifikasi Kategori Harkat Bobot Skor 




<127 mm Rendah 1 
20 
0,2 
127-182 mm Agak Rendah 2 0,4 
183-291 mm Sedang 3 0,6 
292-346 mm Agak Tinggi 4 0,8 
>346 mm Tinggi 5 1 




No Parameter Klasifikasi Kategori Harkat Bobot Skor 










15 – 25% Sedang 3 0,75 
8 – 15% Landai 4 1 















Sawah Agak Tinggi 4 0,6 












Latosol Agak Peka 2 0,3 
Brown Forest 




















2000 – 2850 




1000 – 2000 
Mdpl 
Cukup Tinggi 2 0,5 
750 – 1000 Mdpl Sedang 3 0,75 
500 – 750 Mdpl Rendah 4 1 




 Sumber  :  Modifikasi,  dari  Paimin,  et  al,  2009,  Suwarno  1991, Rahayu, et.al,     2009, SK      
 Menteri     Pertanian     Nomor 837/KPTS/UM/11/1980 
Model yang digunakan untuk menganalisis kerawanan bencana banjir 
adalah  model yang mengacu pada tabel 2 sebagai berikut: 






FH : Faktor Hujan Bulanan 
FLL  : Faktor Lereng Lahan 
FT  : Faktor Topografi 
FPL  : Faktor Penggunaan Lahan 
FJT : Faktor Jenis Tanah 
Setelah dianalisis, maka dilakukan klasifikasi terhadap skor total 
tersebut untuk mengetahui daerah rawan banjir di Kecamatan Larompong 
berdasarkan Tabel 3. 
 Tabel 3  Nilai Skor Dan Kategori Daerah Rawan Banjir 
No Skor Terimbang Kategori 
1 2 3 
1 >3,5 Tinggi 
2 2,6 – 3,4 Menengah/Sedang 
3 1,7 – 2,5 Rendah 
Sumber: Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor Paimin, et.al 2009 
 
Setelah diperoleh data di atas maka dilakukan overlay dan diperoleh 
zona daerah rawan bencana banjir di Kecamatan Larompong yang dibagi ke 
dalam lima kategori terimbang daerah rawan banjir. Setelah pembagian 
kategori rawan banjir diperoleh, maka dilakukan pembuatan peta rawan 
bencana banjir dengan proses overlay. 
2. Analisis Superimpose 
Analisis superimpose merupakan analisis yang digunakan untuk 
menentukan daerah yang paling baik untuk dikembangkan yang diperoleh 
dengan melakukan teknik tumpang tindih peta kerawanan banjir dan peta pola 
ruang. Superimpose peta digunakan untuk keperluan analisa peta, Superimpose 




yang di superimpose maka semakin banyak keperluan untuk meng-analisis 
peta. Superimpose dalam Arcgis dapat dilakukan dengan perintah Intersect dan 
Union tapi dari keduanya ada perbedaan terutama dalam Proses pembentukan 
topologinya. 




3. Analisis Kerentanan Sosial 
Analisis kerentanan sosial merupakan analisis yang menunjukkan 
perkiraan tingkat kerentanan terhadap keselamatan jiwa/kesehatan penduduk 
apabila ada bahaya. Adapun instrumen penelitian ini merujuk pada pedoman 
umum pengkajian resiko bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (2012) yang menggunanakan data : kepadatan penduduk, rasio jenis 
kelamin, rasio umur, rasio difabel, dan rasio kemiskinan. Nilai untuk tiap-tiap 
kelas indeks pada analisis indeks kerentanan terbagi kedalam tiga kategori 
yaitu rendah, sedang dan tinggi. Untuk lebih jelasnya, kelas indeks kerentanan 
dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.  
Tabel 4. Penilaian Kelas Indeks Kerentanan 





   Sumber : Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 
Peta Kerawanan Banjir 




. Indeks kerentanan sosial diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan 
penduduk (60%), kelompok rentan (40%) yang terdiri dari rasio jenis kelamin 
(10%), rasio kemiskinan (10%), rasio orang cacat (10%) dan kelompok umur 
(10%). Parameter konversi indeks dan persamaannya ditunjukkan pada Tabel 
5 di bawah ini. 






Rendah Sedang Tinggi 













kelamin ( 10%) 
40 <20 % 20-40% >40% 
Rasio kemiskinan 
(10%) 




 Sumber : Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 
4. Analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) 
AHP adalah metode yang dapat digunakan sistem pengambilan 
keputusan dengan mempertimbangkan faktor persepsi, preferensi, pengalaman 
dan intuisi. AHP menggabungkan penilaian pribadi dan nilai-nilai secara logis. 
Disarankan untuk menggunakan AHP sebagai salah satu metode analisis multi-
kriteria untuk pengambilan keputusan kebijakan. Terdapat tiga prinsip utama 
dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut Saaty (1994) yaitu: 
decomposition, comparative judgement, dan logical concistency. Secara garis 




a. Dekomposisi masalah adalah langkah dimana suatu tujuan (goal) yang 
telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis kedalam 
struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai 
secara rasional.  
b. Penilaian/pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen. Apabila 
proses dekomposisi telah selasai dan hierarki telah tersusun dengan 
baik. Selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan berpasangan 
(pembobotan) pada tiap-tiap hierarki berdasarkan tingkat kepentingan 
relatifnya. 
c. Penyusunan matriks dan uji konsistensi. Apabila proses pembobotan 
atau pengisian kuesioner telah selesai, langkah selanjutnya adalah 
penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot 
tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarkinya masing-
masing. Pada tahapan ini analisis dapat dilakukan secara manual 
ataupun dengan menggunakan program komputer seperti Expert 
Choice. 
d. Penetapan prioritas pada masing-masing hierarki untuk setiap kriteria 
dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (pairwise 
comparisons). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk 
menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria 
kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai 




proritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau 
melalui penyelesaian persamaan matematik. 
e. Sintesis dari prioritas yang didapat dari hasil perkalian prioritas lokal 
dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya 
dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang 
dipengaruhi oleh kriteria.. 
f. Pengambilan/penetapan keputusan adalah suatu proses dimana 









Gambar 2. Struktur Hirarki AHP 
 
G. Definisi Operasional 
1. Arahan merupakan tuntunan penggambaran penanggulangan daerah 
rawan banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu 
2. Penanggulangan bencana merupakan upaya yang meliputi penetapan 
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi di Kecamatan 
Larompong, Kabupaten Luwu. 
TUJUAN (GOAL) 
Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 




3. Banjir adalah peristiwa tergenangnya suatu daerah yang biasanya kering 
pada Kabupaten Luwu khususnya di wilayah Kecamatan Larompong. 
4. Kerawanan banjir rendah adalah tingkatan kerawanan yang tidak 
menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta tidak melumpuhkan aktifitas 
utama masyarakat di Kecamatan Larompong. 
5. Kerawanan banjir sedang merupakan kerawanan yang memberi dampak 
terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, drainase serta   
tingkat   sanitasi   yang   sedikit   memburuk di Kecamatan Larompong. 
6. Kelas kerawanan banjir tinggi adalah tingkatan kerawanan yang 
menimbulkan tingkat kerugian yang tinggi bagi masyarakat yang terkena 
bencana banjir di Kecamatan Larompong. 
7. Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu merupakan daerah yang menjadi 
fokus penelitian untuk menentukan arahan penanggulangan kawasan 











































Gambar 3. Kerangka Pikir
ARAHAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN 
LAROMPONG KABUPATEN LUWU 
UU No. 24 Tahun 2007 






d. Jenis Tanah 
e. Ketinggian 
a. Peta Kerawanan Banjir 
b. Peta Pola Ruang RTRW 





Pola Ruang Pada 
Wilayah Rawan Banjir 
Kerentanan Sosial 
a. Kepadatan penduduk 









1. Pengenalan dan pengkajian bencana 
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat 
3. Analisis kemungkinan dampak bencana 
4. Pilihan Tindakan pengurangan risiko bencana 
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak 
bencana 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu 
1. Geografi dan Administrasi Kabupaten Luwu 
Kabupaten Luwu terletak di bagian selatan daratan Provinsi Sulawesi 
Selatan yang membentang dari arah selatan ke utara dan melebar ke bagian 
timur. Kabupaten Luwu terletak ± 300 km dari Kota Makassar dan secara 
Geografis terletak antara 2°34‟45”-3°30’30” Lintang Selatan dan 120°21’15”-
121°43’11” Bujur Timur. Kabupaten ini mempunyai batas wilayah sebagai 
berikut:  
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara  
- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kota Palopo  
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone  
- Sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tana Toraja.  
Secara administrasi kabupaten ini memiliki luas kurang lebih 293.576 
ha dan terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2018 yang dibagi menjadi 227 
desa/kelurahan. Sebanyak 9 kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk 
Bone di sebelah timurnya. Kecamatan tersebut adalah Larompong, Larompong 
Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan 
Bua. Kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat 
sebanyak 37 desa/ kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, 




Pembagian wilayah dan peta administrasi berdasarkan kecamatan sebagai 
berikut: 






1 2 3 4 
1 Bajo 6.013 2,05% 
2 Bajo Barat 10.990 3,74% 
3 Basse Sangtempe 23.229 7,91% 
4 Basse Sangtempe Utara 15.603 5,31% 
5 Belopa 3.065 1,04% 
6 Belopa Utara 3.159 1,08% 
7 Bua 17.612 6,00% 
8 Bua Ponrang 15.840 5,40% 
9 Kamanre 5.087 1,73% 
10 Lamasi 4.495 1,53% 
11 Lamasi Timur 6.512 2,22% 
12 Larompong 24.874 8,47% 
13 Larompong Selatan 10.888 3,71% 
14 Latimojong 37.871 12,90% 
15 Ponrang 11.837 4,03% 
16 Ponrang Selatan 8.918 3,04% 
17 Suli 8.150 2,78% 
18 Suli Barat 17.822 6,07% 
19 Walenrang 7.926 2,70% 
20 Walenrang Barat 24.590 8,38% 
21 Walenrang Timur 5.549 1,89% 
22 Walenrang Utara 23.547 8,02% 
Total 293.576 100 
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Luwu, 2020 
 
Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa Kecamatan Latimojong tercatat 
memiliki wilayah paling luas sebesar 37.871 ha  atau sekitar 12,90 persen dari 
total luas wilayah, sementara Kecamatan Belopa  menjadi yang terkecil dengan 







2. Kondisi Fisik Wilayah 
a. Topografi 
Topografi Kabupaten Luwu secara umum berada pada ketinggian 
diatas 2.000 m dari permukaan air laut, dengan kemiringan lereng diatas 0-
40%. Secara proporsional, ketinggian wilayah tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 7 berikut: 
Tabel 7. Luas Daerah dan Persentase Ketinggian Wilayah di Kabupaten 
Luwu 
No Ketinggian (mdpl) Luas (Ha) Persentase (%) 
1 2 3 4 
1 >2500 5.833 2% 
2 0-300 133.890 46% 
3 1000-1500 28.137 10% 
4 1500-2000 14.966 5% 
5 2000-2500 7.550 3% 
6 300-500 36.860 13% 
7 500-1000 66.340 23% 
Jumlah 293.576 100 
 Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 
b. Kemiringan Lereng 
Kemiringan lereng di Kabupaten Luwu bervariasi mulai dari datar 
sampai sangat curam. Variasi tersebut dipengaruhi oleh ketinggian tempat 
di wilayah ini. Variasi kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 8 
berikut: 
Tabel 8. Luas Daerah dan Persentase Kemiringan Wilayah di Kabupaten 
Luwu 
No Kemiringan Lereng(%) Luas (Ha) Persentase (%) 
1 2 3 4 
1 0-8 47.885 16 
2 8-15 82.832 28 
3 15-25 47.629 16 




5 >40 21.656 7 
Total 293.576 100 
           Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 
c. Jenis Tanah 
Jenis tanah ditemukan sebanyak 6 kompleks, dimana jenis tanah 
Gromusol mendominasi wilayah Kabupaten Luwu dengan luas areal 
114.296 ha, sedangkan jenis tanah yang mempunyai sebaran areal terkecil 
adalah Pedsoli, dengan luas areal hanya mencapai 2.188 ha. Secara 
proporsional, jenis tanah tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 berikut: 
Tabel 9.  Jenis Tanah di Kabupaten Luwu 
No Jenis Tanah Luas (Ha) 
1 2 3 
1 Aluvial 63.143 
2 Gromusol 114.296 
3 Latosol 25.119 
4 Mediteran 40.130 
5 Pedsoli 2.188 
6 Podsolik 48.699 
Total 293.576 
Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 
d. Klimatologi 
Karakteristik iklim di Kabupaten Luwu memperlihatkan jumlah curah 
hujan yang cukup tinggi dalam setahun. Rata-rata curah hujan secara 
keseluruhan pada tahun 2018 adalah sebesar 173 mm3, dengan rata-rata hari 
hujan sebanyak 14 hari per bulan. Untuk mengetahui rentang jumlah curah 
hujan dan hari hujan menurut bulan dapat dilihat pada Tabel  berikut: 
Tabel 10. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Pada Tahun 2018 di 
Kabupaten Luwu 
No Bulan Curah Hujan (mm3) Banyaknya Hari Hujan 
1 2 3 4 
1 Januari 134 14 
2 Februari 212 15 
3 Maret 199 16 




No Bulan Curah Hujan (mm3) Banyaknya Hari Hujan 
1 2 3 4 
5 Mei 164 16 
6 Juni 167 16 
7 Juli 49 9 
8 Agustus 128 7 
9 September 145 10 
10 Oktober 297 18 
11 November 62 12 
12 Desember 173 14 
Sumber : BPS Kabupaten Luwu dalam angka 2019 
e. Hidrologi  
Wilayah ini memiliki 40 sungai dengan sungai terpanjang adalah 
Sungai Battang dengan panjang 45 km. Kondisi hidrologi permukaan terdiri 
dari air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan sedangkan kondisi 
hidrologi bawah permukaan air sungainya memiliki debit yang bervariasi. 
Secara proporsional, data mengenai sungai yang menjadi elemen paling 
berpengaruh dalam aspek hidrologi dapat dilihat pada Tabel 11 berikut : 
Tabel 11. Klasifikasi Sungai Di Wilayah Kabupaten Luwu 









1 2 3 4 5 6 
1 La’loa 5 15 - 
  Larompong  
  Selatan 
2 Tembo’e 10 15 4-9 
Larompong 
Selatan 
3 Salusana 5 15 - 
Larompong 
Selatan 
4 Sampano 2 12 2-7 
Larompong 
Selatan 
5 Malewong 20 8 - 
Larompong 
Selatan 
6 Keppe 3  - - Larompong 
7 Salu Riwang 4 10 - Larompong 
8 Rantebelu 4,5 15 3-6 Larompong 
9 Minanga 3,2 10 - Larompong 
10 Komba 23,37 15 - Larompong 
11 Lalento 7,6 15 - Larompong 













1 2 3 4 5 6 
13 Binturu 9 12 - Larompong 
14 Redo 10,52 9 - Larompong 
15 Buntu Sawa 3 8 - Larompong 
16 Salu Liang 2 8 - Larompong 
17 Lamaring 13,82 12 - Larompong 
18 Salu Garegge 3 8 - Larompong 
19 Suli 19 20 2-8 Suli 
20 Lampopoacci 1 20 - Suli 
21 Bone 17,2 15 - Bajo Barat 
22 Bajo/Suso 44,35 50 1-5 Bajo Barat 




4,41 8 - Bajo Barat 
25 Salu Paremang 63 40 - 
Bupon-Ponrang 
Selatan 
26 Matarin 5 8 - Bassesangtempe 
27 Ojo 3 15 - Bassesangtempe 
28 To’long 3 15 - Bassesangtempe 
29 Bolu 6 10 - Bassesangtempe 
30 Pantai 3 10 - 
Bassesangtempe 
Utara 




1 5 - Ponrang Selatan 
33 Bassiang 1 6 - Ponrang Selatan 
34 Kaiyang 18 15 - Ponrang 
35 Kamburi 6 8 - Kamanre 
36 Tanjong 3 5 - Ponrang 
37 Mamumba 7 12 - Bupon 
38 Kandoa 12 15 - Bua 
39 Bua 13 15 - Bua 
40 Battang 45 20 - Walenrang 
 Sumber : BPS Kabupaten Luwu dalam angka 2019 
f. Penggunaan Lahan 
Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Luwu terdiri dari 
penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun, sebagian besar lahan yang 
ada adalah lahan tidak terbangun berupa hutan, tegalan, perkebunan, sawah,  
semak, tambak dan ladang seluas 285.354 ha (97,19%) dan  lahan terbangun 




mengetahui data mengenai luas penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 
12 berikut. 
Tabel 12. Data Penggunaan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2018 
No Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Presentase (%) 
1 2 3 4 
1 Bandara 71 0,02 
2 Hutan 90093 30,68 
3 Kebun 2172 0,74 
4 Makam 6 0,01 
5 Mangrove 1260 0,42 
6 Permukiman 8222 2,80 
7 Pertanian Lahan Kering 57148 19,46 
8 Pertanian Lahan Kering 
Campuran 
82903 28,23 
9 Savana 244 0,08 
10 Sawah 37289 10,50 
11 Semak Belukar 6149 2,09% 
12 Sungai 2297 0,78% 
13 Tambak 12171 4,14% 
Total 293.576 100 
































































































































   





   





   
















































































B. Gambaran Umum Kecamatan Larompong 
1. Geografi dan Administrasi Kecamatan Larompong 
Kecamatan Larompong memiliki luas wilayah sebesar 24.874 ha yang 
secara administratif terbagi ke dalam 12 desa 1 kelurahan. Berdasarkan posisi 
geografisnya, kecamatan ini sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Suli, 
sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Larompong Selatan, sebelah 
barat berbatasan dengan Kecamatan Enrekang dan sebelah timur berbatasan 
dengan Teluk Bone. Luas wilayah menurut desa/kelurahan di Kecamatan 
larompong dapat dilihat pada Tabel 13 berikut. 
Tabel 13. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Larompong Tahun 2018 
No Desa/Kelurahan Luas (Ha) Persentase (%) 
1 2 3 4 
1 Bilante 868 3,5 
2 Binturu 1.455 5,9 
3 Bukit Sutera 11.392 45,8 
4 Buntu Matabing 470 1,9 
5 Buntu Pasik 766 3,1 
6 Komba 1.083 4,4 
7 Komba Selatan 560 2,2 
8 Larompong 630 2,5 
9 Lumaring 1.348 5,4 
10 Rante Alang 3.784 15,2 
11 Rante Belu 492 2,0 
12 Riwang 597 2,4 
13 Riwang Selatan 1.429 5,7 
Total 24.874 100 







Gambar 11. Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut 
Desa/Kelurahan di Kecamatan Larompong 
Desa/kelurahan dengan wilayah paling luas adalah Desa Bukit 
Sutera dengan luas wilayah 11.392 ha atau 45,8 persen dari luas 
Kecamatan Larompong. Sementara wilayah yang paling sempit adalah 
Desa Buntu Mata’bing dengan luas wilayah 470 Ha atau 1,9 persen dari 
luas wilayah Kecamatan Larompong. 
2. Kondisi Fisik Dasar 
a. Topografi dan Kemiringan Lereng 
Secara geografis, Kecamatan Larompong berada pada wilayah 
dengan ketinggian 0-2.500 mdpl. Wilayah dengan dataran rendah 
umumnya berada pada wilayah pesisir dengan ketinggian rata-rata 0-300 
mdpl. Sedangkan wilayah dengan dataran tinggi berada pada ketinggian 
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Riwang ✓      597 
2 Rante Belu ✓      492 
3 Buntu Mata’bing ✓      470 
4 Komba ✓      1.083 
5 Bilante ✓ ✓     868 
6 Binturu ✓ ✓     1.455 
7 Bukit Sutera ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 11.392 
8 Rante Alang ✓ ✓ ✓    3.784 
9 Lumaring ✓      1.348 
10 Larompong ✓      630 
11 Riwang Selatan ✓ ✓     1.429 
12 Buntu Pasik ✓ ✓     766 
13 Komba Selatan ✓      560 
Total 24.874 
  Sumber : RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031  
 Kemiringan lereng di Kecamatan Larompong bervariasi mulai dari 
dari datar sampai sangat curam. Variasi tersebut dipengaruhi oleh 
ketinggian tempat di Kecamatan Larompong. Variasi kemiringan lereng 
dapat dilihat pada Tabel 15 berikut : 
Tabel 15. Kemiringan Lereng di Kecamatan Larompong 
No Kemiringan Lereng Luas (Ha) 
1 2 3 
1 0-8% 1.591,59 
2 8-15% 7.878,61 
3 15-25 % 10.701,48 
4 25-40% 3.976,68 
5 >40 % 725,63 
Total 24.874 
  Sumber : RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031 
 
b. Kondisi Geologi  
 Pada daerah pegunungan dibentuk oleh batuan andesit, basal, breksi 
gunungapi, dan batu lanau meliputi Desa Lumaring, Komba, Buntu Pasik, 




Riwang Selatan. Sedangkan pada daerah pedataran memiliki struktur 
batuan endapan alluvium meliputi Desa Komba Selatan, Buntu Mata’bing, 
dan Kelurahan Larompong.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 
16 berikut. 
Tabel 16.  Sebaran Geologi Kecamatan Larompong 
No Formasi Jenis Batuan Luas (Ha) 





Lava andesit, basal, breksi 
gunungapi, batupasir, dan 
batulanau, setempat mengandung 
felsdpatoid, umumnya terkloritkan 
dan terkersitkan,: umumnya diduga 
Oligosen karena menindih Formasi 












  Sumber : RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031 
c. Kondisi Jenis Tanah 
 Jenis tanah di Kecamatan Larompong memiliki jenis tanah 
gromusol, alluvial, dan mediteran. Adapun penyebaran area terluas di 
Kecamatan Larompong adalah jenis tanah Gromusol (22.584,08 ha). 
Sedangkan jenis tanah yang memiliki area penyebaran terkecil adalah jenis 
tanah alluvial (773,82 ha). 
d. Kondisi Hidrologi 
Seluruh kecamatan di Kecamatan Larompong dilintasi oleh sungai. 
Terdapat banyak sungai-sungai kecil yang berfungsi sebagai drainase bagi 
daerah pedataran pantai. Adapun beberapa sungai yang terdapat di 




Tabel 17. Nama Dan Panjang Sungai di Kecamatan Larompong, 2018 
No Nama Sungai Panjang (km) 
1 2 3 
1 Sungai Riwang  3,6 
2 Sungai Keppe 1,5 
3 Sungai Tarere 6,5 
4 Sungai Lalento 7,5 
5 Sungai Binturu 17,5 
6 Sungai Belo 8,3 
7 Sungai Mandar Jaya 7,5 
8 Sungai S. Lompo 7 
9 Sungai Lewong 10 
10 Sungai Lumaring 2,1 
11 Sungai Larompong 3 
12 Sungai Garegge 4 
13 Sungai Salu Kalawa 2 
14 Sungai Patokko 10 
15 Sungai Redo 5 
     Sumber : BPS Kecamatan Larompong dalam Angka 2019 
e. Kondisi Klimatologi 
 Kondisi iklim Kecamatan Larompong digolongkan kedalam iklim 
tropis dalam artian kondisi tersebut berlaku untuk seluruh wilayah 
Indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selama 2018, di 
Kecamatan Larompong, tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan 
Juni, yaitu sebanyak 436 mm. Secara proporsional dapat dilihat pada Tabel 
18 berikut. 
Tabel 18. Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan di Kecamatan 
Larompong, 2018 
No Bulan Curah Hujan (mm) Hari 
1 2 3 4 
1 Januari 176 13 
2 Februari 107 7 
3 Maret 208 14 
4 April 321 15 
5 Mei 374 18 
6 Juni 436 14 
7 Juli 146 11 
8 Agustus 91 13 
9 September  127 8 




No Bulan Curah Hujan (mm) Hari 
11 November 160 11 
12 Desember 121 10 
Rata-rata 199,17 11,67 
 Sumber : BPS Kecamatan Larompong dalam angka 2019 
 
 
Gambar 12. Curah Hujan Menurut Bulan di Kecamatan Larompong 
Tahun 2018 
 
f. Penggunaan lahan  
Penggunaan lahan di Kecamatan Larompong terdiri dari 
penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun, sebagian besar lahan 
yang ada adalah lahan tidak terbangun berupa hutan, pertanian, sawah,  
sungai, dan tambak seluas 24.631 ha (97,19%) dan  lahan terbangun 
umumnya berupa permukiman yaitu seluas 243 ha (2,80%). Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 19 berikut. 
Tabel 19. Penggunaan Lahan di Kecamatan Larompong Tahun 
2018 
No Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Presentase (%) 
1 2 3 4 
1 Hutan 10.216 41,07 
2 Mangrove 66 0,27 
3 Permukiman 243 0,98 
4 Pertanian Lahan Kering 12.233 49,18 
5 

















No Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Presentase (%) 
1 2 3 4 
6 Sawah 85 0,34 
7 Sungai 363 1,45 
8 Tambak 1.099 4,42 
Total 24.874 100 
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Luwu 2020 
3. Demografi (Kependudukan) 
1. Jumlah Penduduk 
  Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Larompong dapat 
dirincikan  pada Tabel 20 berikut: 











1 2 3 4 5 
1 Riwang 5,97 1049 99.90 
2 Rante Belu 4,92 2491 294,10 
3 Buntu Mata’bing 4,70 1058 183,68 
4 Komba 10,83 2481 137,68 
5 Bilante 8,68 896 105,29 
6 Binturu 104,55 1641 53,19 
7 Bukit Sutera 113,92 1544 40,54 
8 Rante Alang 37,84 1903 56,45 
9 Lumaring 13,48 1616 83,30 
10 Larompong 6,30 3815 267,53 
11 Riwang Selatan 14,29 435 39,80 
12 Buntu Pasik 7,66 603 31,74 
13 Komba Selatan 5,60 1176 151,74 
Jumlah 248,74 20.708 91,93 
Sumber : BPS Kecamatan Larompong Dalam Angka 2019 
2. Penduduk Berdasarkan Sex Ratio 
 Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Larompong pada 
tahun 2018 terdiri dari laki-laki sebanyak 10.332 jiwa dan jumlah 
penduduk perempuan sebanyak 10.376 jiwa. Jumlah sex ratio terbesar 




ratio terendah berada di Desa Buntu Mata’bing yaitu 86,27 jiwa. Jumlah 
penduduk berdasarkan sex ratio dapat dilihat pada Tabel 21 berikut: 
 




Sex Ratio  Laki-
Laki 
Perempuan Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
1 Riwang 493 556 1.049 88,67 




490 568 1.058 86,27 
4 Komba 1.253 1.228 2.481 102,04 
5 Bilante 420 476 896 88,24 
6 Binturu 844 797 1.641 105,90 
7 Bukit Sutera 828 716 1.544 115,64 
8 Rante Alang 1.055 848 1.903 124,41 
9 Lumaring 824 792 1.616 104,04 




225 210 435 107,14 




586 590 1.176 99,32 
Total 10.332 10.376 20.708 99,58 




















































































































































































































































































































































































































4. Karakteristik Banjir 
Karakteristik banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Larompong 
dapat ditinjau dari beberapa aspek yang mempengaruhinya:  
a) Aspek Fisik Drainase  
Drainase tanah adalah kemampuan tanah mengalirkan dan 
mengaruskan kelebihan air yang berada dalam tanah maupun pada 
permukaan tanah. Air berlebihan yang menggenangi tanah disebabkan oleh 
pengaruh topografi, air tanah yang dangkal, dan curah hujan. Drainase 
dipengaruhi oleh kandungan air dan udara dalam tanah. Adapun mekanisme 
pergerakan air dalam proses pengisian air tanah di Kecamatan Larompong 
pada saat terjadi hujan dapat dilihat pada Gambar 21 (A).  Pada kondisi ini 
air hujan akan terinfiltrasi kedalam tanah dan bila terjadi kelebihan maka 
akan mengalir kedalam saluran cacing. Saluran  cacing pada bagian 
bawahnya sudah di lengkapi sistem drainase bawah tanah, sehingga saluran 
tidak akan tergenang karena air akan langsung terinfiltasi kedalam pipa 
bawah tanah. Kondisi ini memungkinan terjadi stok cadangan air 
permukaan yang akan menjaga penurunan muka air tanah. Sementara itu 
pada saat tidak terjadi hujan Gambar 21 (B). Kondisi ini air pasang hanya 
berpungsi untuk mengisi saluran tersier sehingga tidak terjadi pergerakan 
air lateral dari lahan ke saluran tersier. Petak kontrol dioperasikan tertutup 
sehingga air di lahan tidak keluar. Kondisi ini mampu menjaga muka air 
tanah stabil dalam kedalaman yang diinginkan tanaman sehingga dapat 







  (A)                                           (B) 







          
 
 
pergerakan air     Muka air tanah  
  
Gambar 22. Mekanisme pergerakan air pada sistem drainase bawah tanah  
opsi retensi air, dimana kondisi (A) adalah retensi air hujan, 
(B) adalah pemanfaatan air kapiler (sub-irigasi) 
 
b) Ketinggian dan Luasan banjir 
Kecamatan Larompong mempunyai luas wilayah yaitu 24.874 ha. 
Berdasarkan hasil data dari aparat kelurahan dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu, ketinggian genangan dan luas 
genangan banjir di Kecamatan Larompong relatif berbeda-beda, yaitu :  
1) Ketinggian 0-50 cm, terjadi di sekitar Desa Riwang luas genangan 
sekitar 597 Ha.  
2) Ketinggian 50-100 cm, terjadi di sekitar Desa Rantebelu, Desa 
Komba, dan Desa Buntu Matabing dengan luas genangan sekitar 
2.045 Ha.  
3) Ketinggian 100-150 cm, terjadi sekitar Kelurahan Larompong 



















 Sumber : BPBD Kabupaten Luwu, 2020 
 
c) Penyebab Banjir 
Penanganan banjir dapat dengan mudah diatasi apabila telah diketahui 
penyebab terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Larompong. Berdasarkan 
data yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu dan Kantor Kecamatan Larompong, daerah 
yang rawan dan sering terjadi banjir adalah Kelurahan Larompong, Desa 
Rantebelu, Desa Riwang, Desa Komba, Desa Buntumatabing dan Desa 
Bilante. BPBD Kabupaten Luwu menjelaskan bahwa banjir disebabkan oleh 
curah hujan yang sangat tinggi dengan intensitas yang cukup lama (lebih dari 
6 jam) serta bertepatan dengan naiknya air laut (pasang) dan gundulnya 








C. Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Kecamatan Larompong 
1. Parameter Topografi  
Ketinggian wilayah pada Kecamatan Larompong berada pada ketinggian 
antara 0-2.500 mdpl. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui 
cakupan luasan masing-masing wilayah ketinggian Kecamatan Larompong 
terlihat pada Tabel 22 berikut. 
Tabel 22. Parameter Data Topografi Kecamatan Larompong 




1 2 3 4 5 6 7 8 






2 300-500 4.828,99 8,63% 
3 500-1000 Rendah 4 1 3.017,15 3,52% 




5 1500-2000 875,21 19,44% 
6 2000-2500 Tinggi 1 0,25 104,6 12,15% 
Jumlah 24.874 100,00% 
            Sumber : Hasil Analisis, 2020 
2. Parameter Kemiringan Lereng 
Kemiringan Lereng pada Kecamatan Larompong berada pada 
kemiringan antara 0-8 % (landai) hingga >40% (curam). Berdasarkan hasil 
pengolahan data, dapat diketahui Parameter masing-masing wilayah 
kemiringan lereng di Kecamatan Larompong terlihat pada Tabel 23 berikut. 









1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0-8% Datar 5 
25 
1,25 1.591,59 6,40% 
2 8-15% Landai 4 1 7.878,61 31,67% 
3 15-25% Sedang 3 0,75 10.701,5 43,02% 
4 25-40% Agak 
Curam 
2 0,5 3.976,68 15,99% 
5 >40% Curam 1 0,25 725,63 2,92% 
Jumlah 24.874 100,00% 




3. Parameter Jenis Tanah 
Jenis tanah yang ada di Kecamatan Larompong yaitu jenis tanah 
grumusol, alluvial, dan mediteran. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat 
diketahui parameter masing-masing wilayah jenis tanah di Kecamatan 
Larompong terlihat pada Tabel 24 berikut. 
Tabel 24. Parameter Data Jenis Tanah Kecamatan Larompong 
No Jenis 
Tanah 




1 2 3 4 5 6 7 8 




0,15 1.591,59 6,40% 
2 Gromusol Peka 4 0,6 7.878,61 31,67% 
3 Mediteran Sangat 
Peka 
5 0,75 10.701,48 43,02% 
Jumlah 24.874 100,00% 
  Sumber : Hasil Analisis, 2020 
4. Parameter Curah Hujan 
Karakteristik iklim di Kecamatan Larompong beriklim tropis. Kondisi 
curah hujan di Kecamatan Larompong memperlihatkan bahwa curah hujan 
cukup sedang yakni sebesar 101-200 mm dalam satu bulan. Curah hujan yang 
tinggi patut diwaspadai dikarenakan tanah yang jenuh akibat distribusi hujan 
harian yang tinggi atau hujan yang terus menerus. Intensitas hujan yang tinggi 
memaksa tanah menyerap air setiap saat. Jika tanah sudah jenuh maka setiap 
hujan turun bisa berpotensi menyebabkan genangan. Parameter data curah 







Tabel 25. Parameter Data Curah Hujan Kecamatan Larompong 
No Curah Hujan 
(mm/Bulan) 




1 2 3 4 5 6 7 8 




0,4 24.657 99,25 
2 151-200 Sedang 3 0,6 217 0,75 
Jumlah 24.874 100,00% 
 Sumber : Hasil Analisis, 2020 
5. Parameter Penggunaan Lahan 
Pada dataran tinggi umumnya berupa hutan, beberapa bagian telah 
berubah menjadi kebun rakyat, dengan tanaman berupa aren, cengkeh, kakao, 
rambutan, merica, jahe, kemiri, durian, cempaka, jati putih, melinjo, sukun, 
dengan kerapatan tanaman rapat sampai dengan kurang. Alih fungsi hutan 
menjadi lahan perkebunan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi sungai 
di hulu akibat pengikisan dan pengendapan. Parameter data penggunaan lahan 
Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 26 berikut. 





Kategori Harkat Skor Bobot 
Luas 
(Ha) 
 Persentase  
(%) 
1 2 3  4 5 6 7 
1 Hutan Rendah 1 0,15 
15 
10.428 41,07% 
2 Mangrove Rendah 1 0,15 66 0,27% 

























4 0,6 1.099 4,42% 
Jumlah 24.874 100,00% 





























































































6. Klasifikasi Kawasan Rawan Banjir  
Penyusunan tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Larompong 
menghasilkan tiga kelas tingkatan yaitu kelas kerawanan tinggi, sedang, dan 
rendah. Tingkatan kelas kerawanan banjir tersebut diperoleh dari hasil 
perhitungan nilai harkat dan bobot pada setiap parameter dan variabel yang 
digunakan dalam penentuan kelas kerawanan banjir. Variabel yang digunakan 
adalah kemiringan lereng, tata guna lahan, curah hujan, jenis tanah dan 
ketinggian tanah yang merupakan sumber acuan dari standar parameter  
Paimin, et. al (2006). Hasil perhitungan nilai harkat dan bobot pada setiap 
parameter dapat dilihat pada Tabel 27 berikut. 
Tabel 27. Jenis Data Dan Pembobotannya 
No Jenis Harkat Bobot Skor 






8-15% 4 1 
15-25% 3 0,75 
25-40% 2 0,5 
>40% 1 0,25 
2 
Curah Hujan 
101-150 mm 2 
20 
0,4 






Mangrove 1 0,15 
Permukiman 5 0,75 
Pertanian lahan kering 2 0,3 
Pertanian lahan kering 
campuran 
2 0,3 
Sawah 4 0,6 
Tambak 4 0,6 






Grumusol 4 0,6 




No Jenis Harkat Bobot Skor 
1 2 3 4 5 
5 
Ketinggian Tanah 
0-300 mdpl 5 
25 
1,25 
300-500 5 1,25 
500-1000 4 1 
1000-1500 2 0,5 
1500-2000 2 0,5 
2000-2500 1 0,25 
     Sumber :Hasil Analisis 2020  
Berdasarkan hasil analisis 5 parameter kerawanan banjir dengan 
menggunakan acuan dari parameter metode Paimin, et. al (2006). Diperoleh 3 
kriteria kerawanan banjir yaitu tinggi, sedang, dan rendah . Tingkat kerawanan 
banjir yang tersebar di Kecamatan Larompong terbentuk setelah penggabungan 
(overlay) semua parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 28 
dan 29 berikut. 
Tabel 28. Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Larompong 





1 2  3 4 
1 Tinggi 3,5-4,2 6.696 27 
2 Sedang 2,55-3,4 15.268 61 
3 Rendah 1,8-2,4 2.910 12 
Jumlah 24.874 100 
 Sumber : Hasil analisis overlay, 2020 
 
Tabel 29. Tingkat Kerawanan Banjir Masing-Masing Desa di Kecamatan 
Larompong 
No. Desa 
Luas Tingkat Kerawanan Banjir (Ha) 
Tinggi Sedang Rendah 
1 2 3 4 5 
1 Bilante 221,70 646,3 - 
2 Binturu 767,69 687,31 - 
3 Bukit Sutera 2.144,94 9.247,06 2.846,25 
4 Buntu Matabing - 470 - 
5 Buntu Pasik 36,29 729,71 - 
6 Komba 307,71 775,29 - 
7 Komba Selatan 156,2 403,8 - 
8 Larompong 98,73 531,27 - 





Luas Tingkat Kerawanan Banjir (Ha) 
Tinggi Sedang Rendah 
1 2 3 4 5 
10 Rante Alang 1.000,14 2.783,86 63,75 
11 Rante Belu 139,55 352,45 - 
12 Riwang 250 347 - 
13 Riwang Selatan 377,69 1.051,31 - 
Jumlah 6.696 15.268 2.910 
Sumber : Hasil analisis overlay, 2020 
 
  Berdasarkan hasil analisis peta kerawanan banjir, maka di 
Kecamatan Larompong terdapat wilayah-wilayah yang memiliki :  
a) Kelas Kerawanan Banjir Rendah 
Kerawanan banjir rendah adalah tingkatan kerawanan yang tidak 
menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta tidak melumpuhkan aktifitas 
utama masyarakat. Kawasan banjir rendah ini berada pada area pegunungan 
yaitu di Desa Bukit sutera dan Desa Rante alang di Kecamatan Larompong. 
Pada zona ini jarang terjadi banjir dan walaupun terjadi banjir dapat segera 
surut kembali dalam waktu singkat. 
b) Kelas Kerawanan Banjir Sedang 
Kerawanan banjir sedang merupakan kerawanan yang memberi 
dampak terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, drainase 
serta   tingkat   sanitasi   yang   sedikit   memburuk.   Kerawanan   banjir 
sedang menggenangi area lokasi padat permukiman, persawahan, tambak 
dan rawa yang berada di pinggiran sungai, namun dampak yang ditimbulkan 
tidak  berpengaruh dalam kurun waktu yang lama dan hanya melumpuhkan 
aktivitas masyarakat selama beberapa jam. Kawasan banjir sedang ini 





c) Kelas Kerawanan Banjir Tinggi 
Kelas kerawanan banjir tinggi adalah tingkatan kerawanan yang 
menimbulkan tingkat kerugian yang tinggi bagi masyarakat yang terkena 
bencana banjir. Dampak yang ditimbukan oleh banjir adalah kerusakan fisik 
yaitu berpotensi merusak berbagai jenis struktur termasuk jembatan, 
bangunan, sistem drainase, jalan dan kanal. Tingkat kerawanan banjir tinggi 
dapat melumpuhkan aktifitas utama masyarakat selama 3-5 hari, sebagian 
besar menggenangi area persawahan dan tambak. Kawasan banjir rawan ini 
berada pada daerah pemukiman, tepian sungai, dan pinggiran pantai yaitu 
di Desa Bilante,Binturu,Bukit Sutera, Buntu Pasik, Komba, Komba Selatan, 












D. Arahan Penanggulangan Kawasan Rawan Banjir di Kecamatan Larompong 
1. Analisis Kerentanan Sosial Banjir  
a) Kepadatan Penduduk 
Parameter kepadatan penduduk memiliki bobot 60% yang terbagi 
kedalam tiga kelas indeks yaitu rendah (<500 jiwa/km2), kelas indeks 
sedang (500-1000 jiwa/km2) dan kelas indeks tinggi (>1000 jiwa/km2). 
Parameter kelompok rentan memiliki bobot 40% yang terdiri dari rasio jenis 
kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur 
dimana masing-masing parameter memiliki bobot 10% dan juga terbagi 
kedalam tiga kelas indeks yaitu rendah (<20%), sedang (20-40%) dan kelas 
indeks tinggi (>40%). Data yang diperlukan  untuk menganalisis masing-
masing parameter pada indeks kerentanan sosial tersebut diperoleh dari data 
kependudukan Kecamatan Larompong. Kepadatan penduduk merupakan 
jumlah penduduk dari suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut. 
Dari hasil penelitian pada Kecamatan Larompong jumlah penduduk adalah 
20.708 jiwa dengan luas wilayah 248,74 km2 sehingga kepadatan penduduk 
yang didapat adalah 83,25 jiwa/km2. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 
Tahun 2012, kepadatan penduduk di Kecamatan Larompong berada 
dibawah 500 jiwa/km2 dan kategorinya termasuk kedalam kelas indeks 
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan 
Larompong Kabupaten Luwu tidak rentan terhadap bencana banjir. Secara 




Tabel 30. Kepadatan Penduduk Per Desa/Kelurahan di Kecamatan 












1 2 3 4 5 6 
1 Riwang 1.049 5,97 175 Rendah 




1.058 4,70 225 Rendah 
4 Komba 2.481 10,83 229 Rendah 
5 Bilante 896 8,68 103 Rendah 
6 Binturu 1.641 104,55 15 Rendah 
7 Bukit Sutera 1.544 113,92 13 Rendah 
8 Rante Alang 1.903 37,84 50 Rendah 
9 Lumaring 1.616 13,48 119 Rendah 




435 14,29 30 Rendah 




1.176 5,60 210 Rendah 
Jumlah 20.708 248,74 83 Rendah 
Sumber : BPS Kec. Larompong dalam angka 2019 & hasil analisis, 2020 
b) Rasio Jenis Kelamin 
Data rasio jenis kelamin (sex ratio), jenis kelamin perempuan 
dikategorikan sebagai kelompok jenis kelamin rentan. Data yang diambil 
dari hasil penelitian di Kecamatan larompong menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk berjenis kelamin perempuan adalah 10.376 Jiwa. Dari hasil 
perhitungan, persentase rasio jenis kelamin masyarakat di Kecamatan 
Larompong adalah 99,58% dan sesuai dengan kelas indeks pada Perka 
BNPB Nomor 2 Tahun 2012, rasio jenis kelamin tersebut termasuk pada 
kategori kelas indeks tinggi, yaitu diatas 40%. Semakin besar jumlah 
perempuan pada zona tingkat kerawanan tinggi maka semakin besar 




menggambarkan kemampuan yang relatif rendah saat proses evakuasi 
dalam hal gender. Secara proporsional dapat dilihat pada Tabel 31 berikut. 
Tabel 31. Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Larompong Tahun 2018 
No Desa 
Jenis Kelamin 
Sex Ratio  
L P Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
1 Riwang 493 556 1.049 88,67 
2 Rante Belu 1.202 1.289 2.491 93,25 
3 Buntu Mata’bing 490 568 1.058 86,27 
4 Komba 1.253 1.228 2.481 102,04 
5 Bilante 420 476 896 88,24 
6 Binturu 844 797 1.641 105,90 
7 Bukit Sutera 828 716 1.544 115,64 
8 Rante Alang 1.055 848 1.903 124,41 
9 Lumaring 824 792 1.616 104,04 
10 Larompong 1.797 2.018 3.815 89,05 
11 Riwang Selatan 225 210 435 107,14 
12 Buntu Pasik 315 288 603 109,38 
13 Komba Selatan 586 590 1.176 99,32 
Total 10.332 10.376 20.708 99,58 
Kerentanan Rasio Jenis Kelamin = Tinggi  
Sumber : BPS Kec. Larompong dalam angka 2019 & hasil analisis, 2020 
c) Rasio Kemiskinan 
Pada sektor kemiskinan, standar keluarga miskin diambil dari 
besarnya Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang telah 
memperhitungkan kebutuhan hidup layak suatu keluarga di Provinsi 
Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp.3.103.500,- per bulan. Berdasarkan data  
dari BPS Kabupaten Luwu di Kecamatan Larompong dari 693 kepala 
keluarga, terdapat 3.465 penduduk yang berpenghasilan antara Rp. 500.000 
s.d Rp. 1.000.000 per bulan, sehingga dapat dikategorikan sebagai 
penduduk miskin. Banyaknya jumlah penduduk miskin ini disebabkan 




petani musiman dengan lokasi pertanian yang berpindah-pindah tempat. 
Dari hasil analisis, rasio keluarga miskin di Kecamatan Larompong adalah 
16,73%  dan sesuai dengan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012, kelas 
indeksnya termasuk ke dalam kategori rendah yaitu berada dibawah 20%.  
d) Rasio Orang Cacat 
Untuk kategori jumlah orang cacat, dari hasil survey langsung di 
Kecamatan Larompong tidak terdapat penduduk yang cacat, sehingga 
persentasenya adalah 0%. 
e) Rasio Kelompok umur 
Parameter terakhir dari indeks kerentanan sosial adalah rasio 
kelompok umur Kelompok umur yang dikatakan rentan adalah kelompok 
umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun. Dari hasil data penduduk di 
Kecamatan Larompong, didapat kelompok umur usia 0-14 tahun sebanyak 
6.162 orang dan usia diatas 65 tahun sebanyak 1.253 orang sehingga jumlah 
keseluruhannya adalah 7.415 orang. Rasio kelompok umur dapat dihitung 
dengan cara jumlah penduduk rentan dibagi jumlah seluruh penduduk 
sehingga hasil yang diperoleh adalah 35,80%. Sesuai dengan Perka Nomor 
2 Tahun 2012, kelas indeks rasio kelompok umur masuk kedalam kategori 
sedang yaitu antara 20% hingga 40%.  Dari hasil analisis yang diperoleh 
pada masing-masing parameter, berdasarkan tabel 28, kelas indeks 






Tabel 32. Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di 










1 2 3 4 5 
1 0-14 3.230 2.932 
Sedang 
2 >65 613 640 
Jumlah 3.843 3.572 
Persentase (%) 35,80 % 
      Sumber : Hasil analisis, 2020 
 
Dari hasil analisis yang diperoleh pada masing-masing 
















VS = 0,6 x 0,97% + 0,1 x 99,58% + 0,1 x 16,73% + 0,1 x 0% + 0,1 x  
35,80% 
 VS = 0,58% + 9,95% + 1,67% + 0% + 3,58% 
 VS = 15,78 %  
VS = 0,15 (Rendah) 
Dengan menggunakan persamaan diatas, nilai kelas indeks 
untuk parameter kerentanan sosial adalah 0.15 dan berdasarkan Tabel 




bahwa dari segi sosial, kerentanan masyarakat Kecamatan Larompong 
terhadap ancaman banjir masih rendah.    
2. Analisis Keterkaitan Rencana Pola Ruang Pada Wilayah Rawan 
Banjir 
Analisis keterkaitan rencana pola ruang pada kawasan rawan banjir 
bertujuan untuk melihat potensi kerawanan banjir pada rencana pola ruang 
RTRW Kabupaten Luwu. Untuk melihat keterkaitan rencana pola ruang 
ditinjau dari potensi kerawanan banjir dilakukan dengan analisis spasial yaitu 
dengan mengintegrasikan (overlay) peta rawan banjir hasil analisis dengan  
peta rencana pola ruang. Dari hasil penggabungan antara peta rencana pola 
ruang dengan peta rawan banjir dapat dilihat wilayah yang berpotensi rawan 
banjir pada rencana pola ruang yang telah disusun untuk selanjutnya 
dievaluasi sesuai dengan tingkat kerawanannya.  
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Luwu ditetapkan berdasarkan 
kondisi eksisting penggunaan lahan, kriteria kesesuaian lahan, dan kebijakan 
strategis daerah Kabupaten Luwu, serta pada pola ruang yang diarahkan 
menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Luwu. Rencana pola ruang Kabupaten Luwu terdiri dari 
kawasan lindung dan kawasan budidaya (tabel 33). Kawasan lindung 
didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, 
sumberdaya  buatan dan nilai sejarah, serta budaya untuk kepentingan 




Hutan lindung merupakan kawasan lindung yang terluas di 
Kecamatan Larompong yaitu 10.053,58 ha (40%). Kawasan budidaya adalah 
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas 
dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan 
sumberdaya manusia. Secara umum rencana kawasan budidaya di Kecamatan 
Larompong  didominasi oleh pertanian lahan kering seluas 7.725 ha 
(31,06%). Secara proporsional dapat dilihat pada Tabel 33 berikut. 
Tabel 33. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kecamatan 
Larompong 2011-2031 




1 2 3 4 
I Kawasan Lindung 
1 Hutan Lindung 10.053,58 40 
II Kawasan Budidaya 
1 Pertanian Lahan Kering 7.725 31,06 
2 Hutan Produksi 5.299,62 21,23 
3 Permukiman 28,46 0,12 
4 Pertanian Lahan Basah 866 3,48 
5 Tambak 901,34 4,11 
Jumlah 24.874 100 
 Sumber : RTRW Kabupaten Luwu tahun 2011-2031 
Berdasarkan peta rencana pola ruang (Gambar 28), sebaran kawasan 
budidaya hampir seluruhnya mendominasi di bagian timur Kecamatan 
Larompong dari pesisir sampai dengan bagian wilayah tengah. Sedangkan 
Bagian tengah sampai dengan barat didominasi pola ruang kawasan lindung. 
Pada kawasan permukiman terjadi perbedaan luas lahan dengan kondisi 
eksisting. Luas lahan permukiman eksisting sebesar 243 ha. Hal ini 
menunjukkan terjadinya perubahan guna lahan pada kawasan permukiman. 




banjir secara umum kebijakan alokasi ruang dalam rencana pola ruang untuk 
kawasan lindung sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU nomor 
26 Tahun 2007 dimana tersedianya alokasi ruang untuk hutan lindung, 
kawasan lindung setempat dan ruang terbuka hijau. 
Keterkaitan rencana pola ruang Kecamatan Larompong ditinjau dari 
potensi kerawanan banjir ditunjukkan oleh hasil integrasi antara peta rawan 
banjir dengan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Luwu. Berdasarkan 
hasil integrasi peta tersebut (tabel 34) dari total luas kawasan lindung 
10.053,58 ha sebesar 63% atau seluas 6.313,58 ha masuk kedalam kelas 
kerawanan rendah dan selebihnya hanya 37 % atau seluas 3.740 ha saja yang 
masuk kedalam kelas kerawanan sedang. Untuk kawasan budidaya dari total 
luas kawasan 14.820,42 ha sebesar 45 % atau seluas 6.696,23 ha masuk 
kedalam kelas rawan banjir dan selebihnya 55 % atau seluas 8.124,19 ha 
masuk kedalam kelas kerawanan sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa 
dilihat dari rencana pola ruang  berdasarkan potensi kerawanan banjir untuk 
kawasan lindung didominasi oleh kelas kerawanan rendah dan sedang 
sedangkan untuk kawasan budidaya didominasi oleh kelas kerawanan sedang 
dan tinggi. 
Tabel 34. Proporsi Keterkaitan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung  dan 












1 Rendah 6.313,58 63 - - 
2 Sedang 3.740 37 8.124,19 55 
3 Tinggi - - 6.696,23 45 
Jumlah 10.053,58 100 14.820,42 100 




Dalam kaitannya dengan potensi rawan banjir pada rencana pola 
ruang kawasan lindung, hutan lindung memiliki luasan tertinggi untuk kelas 
kerawanan rendah yaitu seluas 6.313,58 ha, dan sedang seluas 3.740 ha. Hal 
ini dikarenakan secara karakteristik topografi hutan lindung berada pada 
kelerengan diatas 25 % dan ketinggian diatas 1.000 m dpl dengan 
tutupan/penggunaan lahan  berupa hutan bervegetasi rapat sehingga 
berdasarkan kriteria pembentuk rawan banjir merupakan daerah dengan kelas 
kerawanan rendah. Hasil selengkapnya rencana pola ruang kawasan lindung 
ditinjau dari potensi kerawanan banjir disajikan pada Tabel 35. 
Tabel 35. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kecamatan Larompong 
Ditinjau Dari Potensi Kerawanan Banjir 
No 




Rendah Sedang Tinggi 
1 2 3 4 5 
1 Hutan Lindung 6.313,58 3740 - 
  Sumber : Hasil analisis overlay, 2020 
Kawasan budidaya, pertanian lahan kering memiliki luasan tertinggi 
untuk kelas kerawanan tinggi yaitu seluas 6.667 ha, disusul permukiman yang 
memiliki luasan yaitu seluas 28,46 ha. Hasil ini menunjukkan bahwa dilihat 
dari rencana pola ruang  berdasarkan potensi kerawanan banjir untuk kawasan 
lindung didominasi oleh kelas kerawanan rendah sedangkan untuk kawasan 
budidaya didominasi oleh kelas sedang dan tinggi. Secara proporsional 
rencana pola ruang kawasan budidaya ditinjau dari potensi kerawanan banjir 





Tabel 36. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kecamatan 
Larompong Ditinjau Dari Potensi Kerawanan Banjir 
No 
Rencana Pola Ruang 
(RTRW) Kawasan Budidaya 
Kelas (ha) 
Rendah Sedang Tinggi 
1 2 3 4 5 
1 Pertanian Lahan Kering - 4798 6667 
2 Hutan Produksi 1273,46 4006,54 - 
3 Permukiman - - 28,46 
4 Pertanian Lahan Basah 217 649 - 
5 Tambak  920,42 - 
 Sumber : Hasil analisis overlay, 2020 
3. Alternatif Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan 
Larompong 
a. Tingkat Bahaya Banjir 
Berdasarkan hasil perhitungan, zonasi tingkat bahaya banjir terdiri 
atas 3 zona, yaitu zona 1 (tingkat bahaya banjir rendah, bahkan tidak ada 
sama sekali), zona 2 (tingkat bahaya banjir sedang, peluang terjadinya 
bencana banjir bandang 1 kali dalam 5 tahun, dan zona 3 (tingkat bahaya 
banjir bandang tinggi, peluang terjadinya bencana banjir bandang 1 kali 
dalam 1 tahun). Maka arahan penanggulangan berdasarkan tingkat bahaya 
banjir adalah: 
1. Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan 
short cut di sungai. 
Untuk menghindari banjir yang parah seperti periode 
sebelumnya, perlu dilakukan pengerukan Sungai Larompong sehingga 
kemampuan mengalirkan air pada waktu banjir dapat ditingkatkan. 
Maksud dari perencanaan tanggul banjir Sungai Larompong ini adalah 




pada alur Sungai Larompong, sehingga kerugian akibat banjir dapat 
berkurang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pada 
Sungai Larompong, agar tidak terjadi luapan. Peningkatan kapasitas 
Sungai Larompong dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan 
perbaikan penampang, perencanaan tanggul, peninggian tanggul 
eksisting, perencanaan parapet beton dan perkuatan lereng atau tebing 
yang rawan terhadap longsor. 
2. Normalisasi sungai pada ruas yang meandering 
Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi banjir pada 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu adalah 
normalisasi sungai pada ruas yang meandering. Dari hasil analisis 
tingkat kerawanan banjir, daerah yang masuk kedalam kelas rawan 
banjir merupakan daerah yang dilalui oleh beberapa sungai meander 
yang ada di Kecamatan Larompong seperti Sungai Larompong, Sungai 
Komba, Sungai Redo, dan Sungai Keppe. Untuk menjaga 
keseimbangan alur sungai pada daerah meander yang selalu terancam 
erosi di daerah tikungan luar dan sedimentasi ditikungan dalam akan 
lebih baik meningkatkan retensi sungai dan menjaga kualitas ekologi  
wilayah sungai dengan cara menjaga atau menambah tumbuh-
tumbuhan yang ada di sepanjang alur sungai meander sehingga 
meredam gaya-gaya yang ditimbulkan oleh aliran pada saat aliran 





3. Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah 
kerawanan sedang dan tinggi 
Drainase di Kecamatan Larompong pada umumnya tidak 
berfungsi secara maksimal, termasuk pada ruas Jalan Trans Sulawesi di 
Kelurahan Larompong, Desa Komba, Desa Rantebelu, dan Desa 
Riwang. Banyaknya tumpukan sampah sehingga saluran drainase tidak 
mampu mengalirkan debit limpasan. Selain itu, kondisi topografi yang 
tidak rata mengakibatkan beberapa ruas saluran drainase di Jalan Trans 
Sulawesi tidak mampu mengalirkan air hingga ke pembuangan akhir. 
Oleh sebab itu pemeliharaan drainase pada wilayah kerawanan sedang 
dan tinggi di Kecamatan Larompong perlu dilakukan secara berkala. 
b. Kerentanan Sosial 
Dari hasil analisis indeks kerentanan sosial pada kawasan penelitian, 
didapatkan bahwa indeks kerentanan sosial di Kecamatan Larompong 
terhadap bencana banjir masih rendah. Maka arahan penanggulangan 
berdasarkan tingkat kerentanan sosial adalah: 
1. Pembentukan komunitas siaga bencana 
Program ini merupakan suatu bentuk partisipatif masyarakat 
dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong. 
Program ini diharapkan mampu membangun kesiapsiagaan masyarakat 
terhadap potensi bencana yang bisa muncul di lingkungannya. Dari 
hasil analisis berdasarkan sex ratio menunjukkan bahwa penduduk 




banjir dibanding laki-laki, maka perlu dilakukan secara intens pelatihan 
kesiapsiagaan bencana pada komunitas penduduk perempuan. 
Sedangkan pada kelompok umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun yang 
masih tergolong kerentanan sedang maka juga perlu dilakukan 
pelatihan kesiapsiagaan bencana ditiap-tiap desa dan sekolah. 
2. Pembangunan tempat evakuasi sementara  
Tujuan utama dalam upaya evakuasi yaitu memindahkan 
penduduk dari daerah berbahaya ke daerah yang aman. Untuk itu dalam 
penentuan tempat evakuasi harus dipilih lokasi yang aman dari banjir. 
Berdasarkan tingkat kerentanan kepadatan penduduk didapatkan bahwa 
kepadatan penduduk tidak rentan terhadap resiko bencana banjir. Maka 
arahan pembangunan tempat evakuasi dapat difokuskan pada bangunan 
permanen berupa bangunan yang fisiknya menetap berupa fasilitas 
publik yang ada di Kecamatan Larompong seperti bangunan 
pemerintah, masjid, sekolah dan bangunan-bangunan publik lainnya. 
Tempat evakuasi dalam penelitian ini adalah fasilitas publik yang 
dianggap memenuhi kriteria dari segi aksesbilitas, ketersediaan jumlah 
MCK, kapasitas daya tampungnya, dan kedekatan dengan sumber 
pengungsi. 
3. Penyuluhan dan sosialisasi banjir 
Sosialisasi dan penyuluhan cara memitigasi banjir dilaksanakan 
dengan maksud untuk mengajarkan kepada warga Kecamatan 




serta hal apa yang harus dilakukan sebelum, ketika dan setelah banjir 
itu datang. Penyuluhan dan sosialisasi ini lebih difokuskan pada 
kelompok perempuan, anak-anak dengan usia 5-14 tahun dan orang tua 
diatas 65 tahun yang lebih rentan terhadap resiko bencana banjir 
berdasarkan hasil analisis kerentanan penduduk. Tujuan dari kegiatan 
ini adalah meningkatkan pengetahuan warga Kecamatan Larompong 
dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko banjir baik harta 
benda, sarana dan prasarana ataupun nyawa, sehingga warga 
Kecamatan Larompong dapat hidup dan beraktivitas dengan aman. 
Adapun setelah dilakukan sosialisasi tersebut diharapkan proses 
mitigasi di Kecamatan Larompong akan lebih mudah, dan juga 
diharapkan bisa meminimalisir kepanikan dari warga Kecamatan 
Larompong. 
c. Keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir 
Dari hasil analisis keterkaitan pola ruang dan tingkat bahaya banjir 
di Kecamatan Larompong didapatkan bahwa pada daerah kawasan lindung 
didominasi oleh daerah dengan kelas kerawanan  rendah. Sedangkan pada 
kawasan budidaya didominasi oleh kelas kerawanan sedang dan tinggi. 
Arahan penanggulangan berdasarkan keterkaitan pola ruang dan tingkat 






1. Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang 
dapat berfungsi sebagai PLTA. 
Dengan adanya bendung pengendali tersebut, pada musim hujan 
dan pada waktu banjir, pintu dibuka sampai muka air di hulu mencapai 
muka air rencana. Dalam musim kemarau pintu bendung selalu ditutup 
sehingga didapat penyimpanan air yang cukup. Sekali atau dua kali 
setahun, terutama pada puncak musim kemarau, air dari hulu bendung 
dilepas kehilir. Dalam pola ruang RTRW kabupaten Luwu kawasan 
budidaya merupakan daerah yang mendominasi di bagian timur daerah 
pesisir sampai dengan bagian wilayah tengah. Pembangunan 
bendungan pengendali banjir dibagian hulu ini dimaksudkan agar air 
tidak melimpas pada kawasan budidaya yang merupakan daerah hilir. 
Sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya banjir yang parah. 
2. Penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata 
guna lahan yang tidak terkendali. 
Penghijauan pada daerah yang telah mengalami perubahan tata 
guna lahan yang tidak terkendali dimaksudkan agar dapat 
meningkatkan daya serap air hujan. Hal ini dapat meminimalisir resiko 
terjadinya bencana banjir. Seperti yang terjadi di Kecamatan 
Larompong, banyaknya pembukaan lahan area hutan menjadi lahan 
perkebunan mengakibatkan pepohonan yang ada dihutan pun ikut 
terkikis. Akibatnya daya serap air hujan menjadi sedikit. Bertambahnya 




di pinggiran sungai, maka perlu menambah ruang terbuka hijau sebesar 
20%  berdasarkan permen PU No. 28/PRT/M/2015 tentang garis 
sempadan sungai. Pada area bantaran yang tidak memiliki sempadan, 
dapat dibuat sempadan buatan berbentuk tanggul untuk pengaman 
sungai sekaligus berfungsi sebagai jalur inspeksi dan RTH, dengan 
konstruksi sheet pile yang tidak mempersempit aliran sungai. Dengan 
demikian rumah dibantaran sungai tidak perlu digusur. 
3. Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air 
Daerah resapan air semakin berkurang karena adanya alih fungsi 
lahan di berbagai tempat terutama lahan berhutan. Hal ini 
menggambarkan daerah berhutan telah mengalami perubahan 
penggunaan lahan di daerah hulu dikarenakan kebutuhan lahan yang 
semakin meningkat. Lahan yang dulunya merupakan daerah berhutan 
atau daerah resapan air diubah fungsinya menjadi daerah tidak 
berhutan. Akibatnya areal yang dulunya mampu meresapkan air dalam 
jumlah yang banyak akan menurun karena perubahan penggunaan 
lahan tersebut. Oleh sebab itu perbaikan fungsi daerah hulu harus 
dilakukan untuk bisa dijadikan kawasan resapan air. 
4. Arahan Prioritas Penanggulangan Bencana Banjir dengan 
menggunakan metode analisis AHP( Analisis Hierarki Proses) 
Hasil kuisioner AHP yang dilakukan dalam perumusan prioritas 
penanggulangan variabel yang diambil dari analisis sebelumnya dalam rangka 




diolah menggunakan bantuan alat atau tool aplikasi Expert Choice versi 11. 
Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghitung bobot dari setiap 
kriteria yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan. 
a. Penilaian pada Level II (Kriteria) 
Tujuan atau goal dalam penelitian terkait rumusan masalah kedua 
adalah merumuskan arahan penanggulangan bencana banjir di 
Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Berikut adalah urutan 
hierarki pada level II. 
Tabel 37. Urutan Hirarki Level II 
No Indikator Nilai Persentase 
1 2 3 4 
1 Tingkat bahaya banjir 0,340 34% 
2 Kerentanan sosial 0,175 18% 
3 
Keterkaitan pola ruang pada 




 Sumber: Analisis, 2020 
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria pada level II 
diketahui yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan penelitian 
adalah keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir dengan nilai 
kepentingan sebesar 0,485 atau setara dengan 49%. Tabel 37 
menunjukkan bahwa indikator yang harus diperbaiki terlebih dahulu 
adalah masalah pola ruang yang menempati posisi I hirarki paling atas, 
kemudian pada hirarki II yaitu indikator tingkat bahaya banjir, dan 





Gambar 30. Grafik hirarki level 1 
Sumber: Penelitian, 2020 
 
b. Penilaian pada Level III (Sub Kriteria) 
Pada level sub kriteria penilaian dilakukan terhadap beberapa 
indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian arahan 
penanggulangan bencana banjir pada level II. 
1) Tingkat Bahaya Banjir 
Kriteria tingkat bahaya banjir memiliki tiga parameter. 
Berikut tabel 38 adalah nilai kepentingan indikator keselamatan. 
Tabel 38. Hirarki Indikator Tingkat Bahaya Banjir 
No Parameter Nilai Persentase 
1 2 3 4 
1 Melanjutkan program pengerukan, 
pembuatan tanggul banjir, dan short cut 
disungai 
0,166 17% 
2 Normalisasi sungai pada ruas yang 
meandering 
0,551 55% 
3 Pemeliharaan drainase atau saluran air 




       Sumber:Hasil  Analisis, 2020 
Pada Tabel 38 normalisasi sungai pada ruas yang 
meandering  lebih penting untuk ditangani yaitu 55%. Untuk 











selalu terancam erosi di daerah tikungan luar dan sedimentasi 
ditikungan dalam akan lebih baik meningkatkan retensi sungai 
dan menjaga kualitas ekologi  wilayah sungai dengan cara 
menjaga atau menambah tumbuh-tumbuhan yang ada di 
sepanjang alur sungai meander sehingga meredam gaya-gaya 
yang ditimbulkan oleh aliran pada saat aliran dengan debit rata-
rata (Low stage thalweg) dalam waktu yang cukup panjang.  
 
Gambar 31. Grafik Hirarki Tingkat Bahaya Banjir 
Sumber: Penelitian, 2020 
 
2) Kerentanan Sosial 
Kriteria kerentanan sosial memiliki tiga parameter yaitu 
pembentukan komunitas siaga bencana, pembangunan tempat 
evakuasi sementara, serta penyuluhan dan sosialisasi banjir. 
Berikut nilai kepentingan pada indikator kerentanan sosial. 
Tabel 39 Hirarki Indikator Kerentanan sosial 
No Parameter Nilai Persentase 
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Sumber: Analisis, 2020 
Tabel 39 menunjukkan bahwa menurut responden 
parameter pembentukan komunitas siaga bencana dari variabel 
kerentanan sosial memiliki nilai paling penting untuk ditangani. 
Program ini dilakukan dengan pelatihan kesiapsiagaan bencana 
pada kelompok penduduk mayoritas perempuan dan pada 
kelompok umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun yang berada pada 
usia rentan. 
 
  Gambar 32 Grafik Hirarki Kerentanan Sosial 
Sumber: Penelitian, 2020 
 
3) Keterkaitan Pola Ruang Pada Wilayah Rawan Banjir 
Pada kriteria keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir 
memiliki tiga parameter yaitu, pembangunan bendungan 
pengendali banjir di sebelah hulu, penghijauan pada kawasan yang 












daerah hulu untuk dijadikan resapan air. Berikut nilai kepentingan 
pada indikator keterkaitan pola ruang dan tingkat bahaya banjir. 
Tabel 40 Hirarki Indikator keterkaitan pola ruang pada wilayah 
rawan banjir 
No Parameter Nilai Persentase 
1 2 3 4 
1 
Pembangunan bendungan pengendali 
banjir di sebelah hulu yang dapat 
berfungsi sebagai PLTA 
0,148 15% 
2 
Penghijauan pada kawasan yang 
telah mengalami perubahan tata guna 
lahan yang tidak terkendali 
0,414 41% 
3 
Perbaikan fungsi daerah hulu untuk 
dijadikan resapan air 
0,438 44% 
Inconsistency 0,01 
 Sumber Hasil analisis, 2020 
Pada tabel 40 menunjukkan bahwa menurut responden 
parameter perbaikan fungsi daerah hulu untuk dijadikan resapan air 
dari variabel keterkaitan pola ruang dan tingkat bahaya banjir 
memiliki nilai paling penting untuk ditangani.  
 
 
Gambar 33 Grafik Hirarki Indikator Keterkaitan Pola Ruang pada 
wilayah rawan banjir 
Sumber: Penelitian, 2020 
 
c. Urutan Prioritas Arahan Penanggulangan Banjir di Kecamatan 
Larompong 
Berdasarkan hasil wawancara pakar yang dilakukan, 




Pembentukan komunitas siaga bencana
Pembangunan tempat evakuasi sementara




penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong, yang 
ditinjau dari 3 kriteria yaitu (1) Keterkaitan pola ruang pada wilayah 
rawan banjir, (2) tingkat bahaya banjir dan (3) kerentanan sosial. 
Adapun alternatif kebijakan penanggulangan bencana banjir di 
Kecamatan Larompong dapat dilihat pada Tabel 41 berikut. 
Tabel 41. Urutan Prioritas Penanggulangan Bencana Banjir di 
Kecamatan Larompong 
No 
Arahan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan 
Larompong 
Variabel Alternatif 
1 2 3 
1 
Keterkaitan pola ruang 
pada wilayah rawan 
banjir 
Perbaikan fungsi daerah hulu untuk 
dijadikan resapan air 
Penghijauan pada kawasan yang telah 
mengalami perubahan tata guna lahan 
yang tidak terkendali 
Pembangunan bendungan pengendali 
banjir di sebelah hulu yang dapat 
berfungsi sebagai plta 
2 Tingkat bahaya banjir 
Normalisasai sungai pada ruas yang 
meandering 
Pemeliharaan drainase atau saluran air 
terutama pada wilayah kerawanan 
sedang dan tinggi 
Melanjutkan program pengerukan, 
pembuatan tanggul banjir, dan short 
cut di sungai 
3 Kerentanan sosial 
Pembentukan komunitas siaga bencana 
Pembangunan tempat evakuasi 
sementara 
Penyuluhan dan sosialisasi banjir 








E. Tinjauan Penelitian Dalam Perspektif Islam 
Tinjauan penelitian dalam perspektif Islam, mengenai kajian agama Islam 
yang penulis kaitkan dengan hasil penelitian. Adapun variabel yang masuk sebagai 
hasil kajian, integrasi hasil penelitian dengan kajian agama Islam sebagai berikut. 
Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan 
manusia, secara keseluruhan, baik akidah, ibadah, dan akhlak. Islam merupakan 
ajaran agama dan norma yang harus ditaati berdasarkan kepada wahyu Allah 
yang telah diturunkan melalui Rasulullah. Oleh karena itu hukum Islam 
merupakan jalan yang telah digariskan oleh Allah swt. Jika manusia itu taat atas 
hukumNya maka Allah swt. akan menurunkan rahmat dan keridhaanNya . 
Dapat dilihat firman Allah swt. dalam Q.S. Al A’raf /7 : 96 . 
َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن السََّماءِ َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرٰى آَمنُوا   
ِكْن َكذَّبُوا فَأََخذْنَاهُْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 
 َواْْلَْرِض َولَٰ
Terjemahnya : 
“Jikalau  sekiranya  penduduk  negeri-negeri  beriman  dan  bertakwa, pastilah 
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya”. (Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2017). 
 
Menurut M. Quraish Shihab (2003) dalam Tafsirnya Al-Mishbah tentang 
ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa kalau saja penduduk negeri itu beriman kepada 
apa  yang  dibawa  oleh  para  rasul,  melakukan  pesan-pesan  mereka  dan menjauhi 
larangan Allah swt. maka niscaya mereka akan kami berikan sejumlah  keberkahan  
dari  langit  dan  bumi  berupa  hujan,  tanaman,  buah - buahan,  binatang  ternak,  
rezeki,  rasa  aman  dan  keselamatan  dari  segala macam bencana. Tetapi mereka 




ketika mereka sedang tidur, akibat kemusyrikan dan kemaksiatan yang mereka 
lakukan. Hukuman yang mereka terima adalah akibat perbuatan mereka yang 
buruk. Dan itu juga merupakan pelajaran bagi orang lain, jika mereka selalu 
menggunakan akal. 
 Al-Qur’an menjelaskan bahwa mereka yang memalingkan diri  dan 
enggan bersyukur, dihancurkannya sendiri kehidupan mereka, sehingga 
didatangkanlah banjir yang merobohkan bendungan dan memusnahkan perkebunan 
mereka. Kemudian kebun itu diganti dengan tanaman yang berbuah pahit serta 
pepohonan lain yang tidak berbuah dan sedikit tumbuhan seroja yang tidak 
berguna. Berikut bunyi firman Allah Swt.  Dalam Q.S. Saba /34 : 16 tersebut: 
َسۡلنَا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل اۡلعَِرِم َوبَدَّۡلٰنُهۡم بَِجنَّتَۡيِهۡم َجنَّتَۡيِن ذََواتَىۡ فَاَۡعَرُضۡوا فَاَۡر   
ۡن ِسۡدٍر قَِلۡيٍل :  َشۡىٍء م ِ اَۡثٍل وَّ ۱۶اُُكٍل َخۡمٍط وَّ  
Terjemahnya: 
“ Tetapi  mereka  berpaling,  maka  Kami  datangkan  kepada  mereka banjir yang 
besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi 
(pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr”. 
(Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2017). 
 
Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah 
pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), 
ayat diatas menjelaskan bahwa mereka tidak bersyukur kepada Tuhan mereka; 
mereka berpaling dan membalas segala kenikmatan dengan keingkaran. Maka 
Allah menimpakan kepada mereka banjir yang menghancurkan bendungan mereka, 
merusak tanaman dan pepohonan mereka, sehingga kebun-kebun mereka berubah 
menjadi pepohonan yang memiliki buah yang tidak lezat, seperti pohon tamariska 




bencana alam dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia itu  sendiri.  
Dapat  dilihat  firman  Allah  dalam  Q.S.  Asy  Syuura /42:  30 berikut: 
ْن  ِصْيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت اَيِْدْيُكْم َويَْعفُْوا َعْن َكثِْيٍرٍۗ َوَمآْ اََصابَُكْم م ِ مُّ  
Terjemahnya: 
“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh 
perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-
kesalahanmu)”. (Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2017). 
 
Dalam tafsir Al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan 
bahwa musibah apa saja yang menimpa diri kalian, dan yang tidak menyenangkan 
kalian, merupakan akibat oleh perbuatan maksiat kalian. Apa saja yang di dunia 
telah dimaafkan atau diberi hukuman, Allah terlalu suci untuk menghukum hal 
itu lagi di akhirat. Dengan demikian, Dia tersucikan dari berbuat kezaliman dan 
memiliki sifat kasih sayang yang besar. 
Dalam Al Qur’an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di 
dunia tidak lepas dari kegiatan manusia itu sendiri sebagai Khalifah, manusia yang 
merusak lingkungan akan membawa bencana pada manusia dan sekitarnya, 
dapat dilihat pada firman Allah swt. dalam surah Ar Rum/30: 41. 
 َظَهَر اْلفََسادُ فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهْم بَْعضَ 
 الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَْرِجعُونَ 
Terjemahnya : 
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Kementrian 
Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2017). 
 
Menurut M. Quraish Shihab (2003) dalam Tafsirnya  Al-Mishbah 
tentang ayat diatas, menjelaskan bahwa dosa dan pelanggaran (fasad) yang 




di   laut.   Sebaliknya,   ketidakseimbangan   di   darat   dan   di   laut mengakibatkan 
siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, makin 
besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka 
ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan.  
Dalam setiap melakukan perencanaan Tata Ruang, tidak boleh 
mengabaikan kondisi atau dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan. 
Diharapkan antara pembangunan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan dari 
Perencanaan Tata Ruang dengan lingkungan harus terjadi suatu keseimbangan 
sehingga akan terwujud suatu keindahan serta tidak terjadinya kondisi yang 
membahayakan baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, seperti 
terjadinya bencana banjir.  Untuk mengatasi masalah bencana banjir tersebut, 
pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan wilayah 
dengan upaya mitigasi yang tepat. Pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan 
kembali kepada petunjuk Allah swt. dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan 
hidup. Pengelolaan lingkungan di Kecamatan Larompong haruslah sesuai dengan 
fungsinya. Penggunaan lahannya harus dipilih sesuai dengan potensi bencana 
banjir yang bisa terjadi. Hal ini untuk menjaga fungsi manusia sebagai khalifah di 
bumi untuk menjaga apa yang Allah berikan, seperti menjaga lingkungan tetap 
teratur sebagaimana Allah telah mengisyaratkan agar manusia sebagai rahmat pada 
firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiyya/21:107 
لَِمينَ  ْلَعٰ َك إَِلَّ َرْحَمة  ل ِ  َوَمآْ أَْرَسْلنَٰ
 
Terjemahnya:  
“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 





Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa manusia sebagai rahmatan lil alamin 
(kasih bagi alam semesta), maka sudah sewajarnya apabila manusia menjadi 
pelopor bagi pengelolaan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam 
semesta tersebut. Perlunya pengelolaan lingkungan yang komprehensif yang sesuai 
syariah islam serta peraturan manusia yang berlaku baik arahan penataan ruang 
maupun perda, yang menyeimbangkan antara fungsi lindung kawasan dengan 
fungsi kawasan yang dapat digunakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu 
untuk pengembangan wilayah Kecamatan Larompong ke depan dapat dilakukan 
dengan membatasi tersebarnya distribusi permukiman sesuai dengan arahan 
pemanfaatan ruang, menerapkan sistem drainase yang tepat serta dengan 
mengadakan penanaman kembali pada hutan gundul.  Agama Islam menegaskan 
bahwa setiap individu berkewajiban untuk berlaku baik terhadap alam, lingkungan, 
dan makhluk hidup lainnya. Kewajiban tersebut dapat diinterpretasikan dengan 
jalan menjaga dan merawat lingkungan yang mampu mendukung kehidupan semua 
makhluk hidup. Islam sama sekali tidak melarang pemanfaatan lingkungan demi 
kesejahteraan manusia, namun Islam mewajibkan bahwa dalam pemanfaatan 
tersebut harus dihindari pemanfaatan secara berlebihan sehingga dapat 
mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan makhluk hidup yang 
lain termasuk manusia sendiri. Islam menyarankan untuk melakukan pemanfaatan 
yang berkelanjutan yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesejahteraan 






A. Kesimpulan  
  Penentuan arahan penanggulangan banjir di Kecamatan Larompong 
dilakukan dengan 3 pendekatan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada aspek pengenalan dan 
pengkajian ancaman bencana dengan analisa kerawanan menunjukkan dominasi 
kelas kerawanan tinggi (27%) pada daerah permukiman, daerah aliran sungai, dan 
pinggiran pantai di Desa Bilante, Binturu, Bukit Sutera, Buntu Pasik, Komba, 
Komba Selatan, Larompong, Lumaring, Rante Alang, Rante Belu, Riwang, dan 
Riwang Selatan. Aspek kemungkinan dampak bencana dengan analisa konsistensi 
pola ruang RTRW diperoleh hasil potensi kerawanan banjir untuk kawasan lindung 
didominasi oleh kelas kerawanan rendah dan sedang sebaliknya kawasan budidaya 
didominasi oleh kelas kerawanan sedang dan tinggi. Sedangkan pada aspek 
pemahaman kerentanan sosial masyarakat dengan analisa kerentanan sosial 
menunjukkan nilai kerentanan yang rendah.  
 Alternatif kebijakan arahan penanggulangan bencana banjir disusun 
berdasarkan urutan prioritas dari 3 aspek yang dikaji yaitu aspek pada tingkat 
bahaya banjir, kerentanan sosial, dan keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan 
banjir. Sehingga dihasilkan arahan penanggulangan bencana berdasarkan tingkat 
prioritas yaitu perbaikan fungsi daerah hulu untuk dijadikan resapan air, 
penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahn guna lahan, 




pada ruas yang meandering, pemeliharaan drainase atau saluran air pada wilayah 
kerawanan sedang dan tinggi, melanjutkan program pengerukan, pembuatan 
tanggul banjir, dan shortcut di sungai, pembentukan komunitas siaga bencana, 
pembangunan tempat evakuasi sementara, serta penyuluhan dan sosialisasi banjir. 
B. Saran 
1. Upaya prioritas yang harus dilakukan dalam mitigasi bencana banjir di 
Kecamatan Larompong harus merujuk pada rencana pola ruang Kabupaten 
Luwu. 
2. Pada wilayah rawan banjir perlu dilakukan sosialisasi mitigasi bencana banjir 
serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mengikuti kaidah 
pelestarian lingkungan secara intensif. 
3. Perlu upaya pemantauan dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan 
rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus. 
4. Perlu upaya pendekatan kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan pada 
kawasan konservasi dan lindung agar bersedia untuk direlokasi dan penyediaan 
lokasi untuk relokasi yang lebih layak huni untuk kawasan permukiman dan 
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A. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Penilaian terhadap elemen-elemen dari setiap level hierarki didasarkan atas bobot prioritas atau kepentingannya. 





1 Sama penting A dan B sama penting 
3 Sedikit lebih 
penting 
A sedikit lebih penting dari B 
5 Agak lebih penting A agak lebih penting dari B 
6 Jauh lebih penting A jauh lebih penting dari B 
9 Mutlak Lebih 
Penting 
A mutlak lebih penting dari B 
2,4,6,8 Nilai Antara angka 
batas 
Ragu-ragu dalam menentukan 
skala misal 6 antara 5 dan 7 




2. Proses penilaian kepentingan relatif antara dua elemen tersebut dan berlaku aksioma reciprocal, artinya jika elemen i 
dinilai 3 kali lebih penting dibandingkan elemen maka elemen j harus sama dengan 1/3 kalih lebih penting dibandingkan 
elemen i. 
 
3. Jika elemen pada kolom sebelah kiri (kolom 1) lebih penting dibandingkan kolom sebelah kanan (kolom 2), maka 









B. Kusioner Prioritas Arahan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Larompong 
Nama   : Responden 1 
Profesi  : ASN 
Instansi  : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu 
Tanggal  Pengisian : 1 Desember 2020 
1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu variabel yang paling prioritas dalam rangka 
menangulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu? (bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 


































2. Untuk variabel tingkat bahaya banjir, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 















banjir, dan short cut 
di sungai 
             ✓    
Normalisasi sungai 





banjir, dan short cut 
di sungai 
          ✓       
Pemeliharaan 
drainase atau saluran 
air terutama pada 
wilayah kerawanan 
sedang dan tinggi 
Normalisasi sungai 
pada ruas yang 
meandering 
   ✓              
Pemeliharaan 
drainase atau saluran 
air terutama pada 
wilayah kerawanan 











3. Untuk variabel tingkat kerentanan sosial, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 
















        ✓         
Pembangunan tempat 

























4. Untuk variabel keterkaitan pola ruang, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 







9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Aspek prioritas variabel 
penelitian arahan 
penanggulangan banjir 
                   
Pembangunan 
bendungan pengendali 
banjir di sebelah hulu 
yang dapat berfungsi 
sebagai PLTA. 
 
                ✓ 
Penghijauan pada kawasan 
yang telah mengalami 
perubahan tata guna lahan 
yang tidak terkendali 
Pembangunan 
bendungan pengendali 
banjir di sebelah hulu 
yang dapat berfungsi 
sebagai PLTA. 
 
                ✓ 
Perbaikan fungsi daerah hulu, 
untuk dijadikan resapan air 
 
Perbaikan fungsi daerah 
hulu, untuk dijadikan 
resapan air 
 
                ✓ 
Penghijauan pada kawasan 
yang telah mengalami 
perubahan tata guna lahan 







Nama   : Responden 2 
Profesi  : ASN 
Instansi  : Bappeda & Litbang Kabupaten Luwu 
Tanggal  Pengisian : 1 Desember 2020 
1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu variable yang paling prioritas dalam rangka 
menangulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu? (bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 










































2. Untuk variabel tingkat bahaya banjir, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 















banjir, dan short cut 
di sungai 
              ✓   
Normalisasi sungai 





banjir, dan short cut 
di sungai 
               ✓  
Pemeliharaan 
drainase atau saluran 
air terutama pada 
wilayah kerawanan 
sedang dan tinggi 
Normalisasi sungai 
pada ruas yang 
meandering 
              ✓   
Pemeliharaan 
drainase atau saluran 
air terutama pada 
wilayah kerawanan 











3. Untuk variabel tingkat kerentanan sosial, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 
















      ✓           
Pembangunan tempat 























4. Untuk variabel keterkaitan pola ruang, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 













                   
Pembangunan 
bendungan pengendali 
banjir di sebelah hulu 
yang dapat berfungsi 
sebagai PLTA. 
 
              ✓   
Penghijauan pada kawasan 
yang telah mengalami 
perubahan tata guna lahan 
yang tidak terkendali 
Pembangunan 
bendungan pengendali 
banjir di sebelah hulu 
yang dapat berfungsi 
sebagai PLTA. 
 
 ✓                
Perbaikan fungsi daerah 
hulu, untuk dijadikan 
resapan air 
 
Perbaikan fungsi daerah 
hulu, untuk dijadikan 
resapan air 
 
  ✓               
Penghijauan pada kawasan 
yang telah mengalami 
perubahan tata guna lahan 





Nama   : Responden 3 
Profesi  : Konsultan 
Tanggal  Pengisian : 30 NOVEMBER 2020 
 
1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu variable yang paling prioritas dalam rangka menangulangi 
bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu? (bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa 




















                ✓ 




                ✓ 
















2. Untuk variabel tingkat bahaya banjir, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan 















banjir, dan short cut di 
sungai 
             ✓    
Normalisasi sungai 





banjir, dan short cut di 
sungai 
             ✓    
Pemeliharaan drainase 
atau saluran air 
terutama pada wilayah 
kerawanan sedang dan 
tinggi 
Normalisasi sungai 
pada ruas yang 
meandering 
   ✓              
Pemeliharaan drainase 
atau saluran air 
terutama pada wilayah 














3. Untuk variabel tingkat kerentanan sosial, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 















        ✓         
Pembangunan tempat 




   ✓              




   ✓              


















4. Untuk variabel keterkaitan pola ruang, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 












                   
Pembangunan bendungan 
pengendali banjir di 
sebelah hulu yang dapat 
berfungsi sebagai PLTA. 
 
   ✓              
Penghijauan pada kawasan 
yang telah mengalami 
perubahan tata guna lahan 
yang tidak terkendali 
Pembangunan bendungan 
pengendali banjir di 
sebelah hulu yang dapat 
berfungsi sebagai PLTA. 
 
            ✓     
Perbaikan fungsi daerah 
hulu, untuk dijadikan 
resapan air 
 
Perbaikan fungsi daerah 
hulu, untuk dijadikan 
resapan air 
 
   ✓              
Penghijauan pada kawasan 
yang telah mengalami 
perubahan tata guna lahan 





Nama   : Responden 4 
Profesi  : Dosen 
Instansi  : Universitas Muhammadiyah Bulukumba 
Tanggal  Pengisian : 1 Desember 2020 
1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu variable yang paling prioritas dalam rangka menangulangi 
bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu? (bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa 




















 ✓                




                ✓ 















2. Untuk variabel tingkat bahaya banjir, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan 















banjir, dan short cut di 
sungai 
   ✓              
Normalisasi sungai 





banjir, dan short cut di 
sungai 
   ✓              
Pemeliharaan drainase 
atau saluran air 
terutama pada wilayah 
kerawanan sedang dan 
tinggi 
Normalisasi sungai 
pada ruas yang 
meandering 
 ✓                
Pemeliharaan drainase 
atau saluran air 
terutama pada wilayah 

















3. Untuk variabel tingkat kerentanan sosial, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 
















   ✓              
Pembangunan tempat 




      ✓           




  ✓               

















4. Untuk variabel keterkaitan pola ruang, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan 













                   
Pembangunan bendungan 
pengendali banjir di 
sebelah hulu yang dapat 
berfungsi sebagai PLTA. 
 
                ✓ 
Penghijauan pada kawasan 
yang telah mengalami 
perubahan tata guna lahan 
yang tidak terkendali 
Pembangunan bendungan 
pengendali banjir di 
sebelah hulu yang dapat 
berfungsi sebagai PLTA. 
 
                ✓ 
Perbaikan fungsi daerah 
hulu, untuk dijadikan 
resapan air 
 
Perbaikan fungsi daerah 
hulu, untuk dijadikan 
resapan air 
 
                ✓ 
Penghijauan pada kawasan 
yang telah mengalami 
perubahan tata guna lahan 
yang tidak terkendali 
 
 
 
 
